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Lampiran  :1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
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NIM : 11940314030
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Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”
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satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)
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réfﬂi ':Program Studi llmu Komunikasi
éue_u éAnaIisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong
gé OKeterbukaan Informasi Publik
e s
® 3 ==
§e§eliti§n ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah

gmbefikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam
Ea@ X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak
@éesyaréj%at untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F.
SSetiapZorang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
gﬂengen‘i’oangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
ﬁ\empe@leh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi
gengan gmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tujuan penelitian ini
adalh untuk mengetahui bagaimana Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
g)alam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. Adapun jenis penelitian ini
gaitu deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 3 orang. Teknik pengumpulan
fata dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara
éjanalisis dengan tringulasi data yatiu mengecek kabsahan data yang diperoleh
dan dibuat kesimpulan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah
ailakukan maka penulis menemukan beberapa hal yaitu Kinerja Komisi Informasi
Brovinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, sudah cukup
Eaik, tertihat dari bagusnya tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,
sponsg)ilitas dan akuntabilitas.
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ABSTRACT
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Raghe o : Muhammad Zaky Alfayyadh
@e?éarte’fnent : Program Studi IImu Komunikasi
git{e é : Analysis of the Performance of the Riau Province Information
gé o Commission in Encouraging Public Information Openness
n e o 3
0 S =
@ —
§h§ research is motivated by the 1945 Constitution which provides guarantees

forcHurman Rights which are specifically regulated in Chapter X A. One of the
§r@cle52in that chapter regulates guarantees for the public's right to obtain
j@f?)rmaﬁ:’?on. This is regulated in Article 28 F. "Everyone has the right to
gommurficate and obtain information to develop their personal and social
gnviron?hent, and has the right to search for, obtain, own, store, manage and
sonvey @formation using all types of available channels. The aim of this research
i to find out how the Riau Province Information Commission performs in
encouraging openness of public information. This type of research is descriptive
gualitative with 3 informants. Data collection techniques are carried out through
gbservation, interviews and documentation. The results of the interviews were
§nalyzed by data triangulation, namely checking the validity of the data obtained
gnd drawing conclusions systematically. Based on the results of the research that
Bas been carried out, the author found several things, namely the performance of
&e Riau Province Information Commission in Encouraging Public Information
®penness, is quite good, as seen from the good level of productivity, service
uality,aresponsiveness, responsibility and accountability.

u

S,

o
eyworgls : Performance, Information Commission and Public Information
& Openness
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g 5 Alhamdulillah, tiada kata terindah yang patut diucapkan kecuali bersyukur
‘geéada Allah SWT yang telah memberikan rahmat sertah hidaya kepada penulis
Eeéjpa Kesehatan sehingga penulis memiliki kemampuan dan kekuatan untuk
@?;_‘nyelgsalkan tugas akhir ini yang berjudul: “ANALISIS KINERJA KOMISI

INEORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN

ﬂ\l?ORJK/IASI PUBLIK”, sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar

garjana‘C’Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA

EIAU Shalawat besertakan salam penulis hadiahkan kepada Nabi junjungan alam

gaknl Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang merubah peradaban

enjadaeblh baik.

Balam penyelesaian skripsi ini, banyak sumbangan ilmu dan jasa yang
enulis terima dari beberapa pihak yang sangat membantu dalam menyelesaikan
enyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin
enyatakan dengan penuh rasa hormat dan ribuan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kharunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor | Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Mas“ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor Il Universitas

kslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4, %apak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor 111 Universitas

kslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. gapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwa

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan | Fakultas Dakwa dan
gomunlkam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Qapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil dekan Il Fakultas Dakwa dan
HAmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Ketua Program Studi limu
Komunikasi Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

9. (Bnapak Artis M.l1.Kom, selaku Sekretaris Program Studi IImu Komunikasi
Eakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
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. Bapak Edison, S.Sos., M.l.Kom selaku Penasehat Akademik (PA) penulis

yang dari awal perkuliahan selalu membimbing, menasehati serta

@engarahkan penulis dalam perkuliahan.

Bapak Edison, S.Sos., M.l.Kom selaku pembimbing skripsi yang

s;%nantiasa selalu memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

. Bapak dan ibu dosen Jurusan llmu Komunikasi yang selama ini telah

memberikan ilmu kepada penulis.

,gyahanda Rudianto dan Ibunda Nurbaiti, S.Pd yang tercinta yang tidak

pernah lelah mendoakan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

. Feruntuk Saudara Kandung Intan Sakinah Gusmayanti, SE., M.M, Paman
Bambang Suwarno, S.Pd dan Abang Sepupu Andi Raflindo, yang

senantiasa selalu memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis.
0]

/ Pénulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu
éengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran
gang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya
gendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada
gembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT membalas segala
Rebaikan kita semua.
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Pekanbaru, 10 Januari 2024
Penulis,

Muhammad Zaky Alfayyadh
NIM. 11940314030
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&E  Eatar Belakang Masalah

§ g ﬁjdonesia adalah negara yang demokrasi, oleh sebab itu sebuah negara

§a§g de§1okrasi harus dituntut untuk memberikan informasi publik secara terbuka,

ghlgt,sangat harus dilakukan agar mampu memberikan keadilan bagi seluruh

@azsyar&kat Informasi saat ini memiliki peranan yang Isangat besar, hal-hal yang

E’érgadl ;%da dunia modern saat ini di tentukan berdasarkan berapa besar informasi

§1 kuasﬁdan dikelola secara baik dan bijaksana. Informasi merupakan hak asasi

EE)IaHUSI&’ dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting

?negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

Eenyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi

@due; |

anusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab
rsebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh

formasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. “Setiap orang berhak untuk

pares L UEguS

erkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

ngkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

urme

w»
enylrrﬂban mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
’,1

afue

gala j Jenls saluran yang tersedia

wns ueynq

gasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan
gntuk @emperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentangi(eterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30
April 2(5:98, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. Undang-Undang
Keterbu;‘FZaan Informasi Publik memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara
untuk: lcr) mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusén publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengan@;ilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
A

4

ERepublik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945.
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ofi

ngambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; 4)
uu@kan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, dan

ole=])
’3

DI§I en, xakuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan
Eegjaké}: publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6)
geglgerﬁbangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 7)
me@mgéatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik
‘gn%l nfCEnghasnkan layanan informasi yang berkualitas .

g% Komisi informasi hadir membawa nafas dan semangat baru untuk
%éQWUJLf-ﬁkan tata kelola pemerintah yang baik. Komisi Informasi memiliki

(7))
ranarrsuntuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada

;ggex un|

IuruhIBadan Publik di Indonesia. Tentunya segala upaya dilakukan untuk
ewuwdkan dan mengembangkan masyarakat informasi informasi.
Pembentukkan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat

ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

w gdue) (Ul sEn) e

%elanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 59. Bahwa “Komisi

e

Fhformasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak
3

fiundangkannya Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Komisi
§1formasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara®.

Komisi iniformasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya
V)

aAusw

gntuk m’ényelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau

2

3Jud|ka§r nonlitigasi. Komisi informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat,

n

gom|5|~lnforma3| Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota jika

Sl

EhbutuhEan. Dimana Komisi Inoformasi Provinsi Riau, menjadi salah satu
Provins'r<o yang terlambat dalam membentuk komisi informasi. Penatakelolaan
Kom|5| “Informasi  Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan
Wewena?agnya di bidang Komunikasi dan Informasi di tingkat Provinsi yang
bersang?iutan, sehingga pada pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau di
Iaksana%)an oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Provinsziau.

27§’res1<:1en Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 Tenfang Keterbukaan Informasi Publik,” 2008.
§Pre5|den Republik Indonesia.
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Kurangnya komitmen prjabat pemerintah dalam mendorong keterbukaan
rma@ publik di Provinsi Riau merupakan salah satu faktor minimnya

Cocllle g
®10 BH

e rbugaan informasi publik jika dibandingkan dengan provinsi lain. Ini terjadi

obu
Bae

aeena gurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi

. Untuk saat ini organisasi swasta maupun pemerintah dikatakan unggul jika

nfua
|5gnpu

pu=membuat profil maupun non profil seperti pusat informasi yang dimiliki

fa d o?umentaa Oleh sebab itu sebagus apapun pembangunan infrastruktur di

1|§Lu

1© ueeqas dy
Euep31

r ms;leau jika tidak dilakukan keterbukaan informasi maka akan percuma

Bu@un

arena fﬁasyarakat tidak akan dapat melihat.

% Ne

(7))
Pemerintah harus mampu transparansi dalam memberikan informasi bagi

efoey yninj

ublik Eélain itu juga harus dijamin kemudahan publik untuk mendapatkan
formaS| informasi yang akurat serta memadai. Dimana transparansi tidak hanya

enyedlakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah akan tetapi harus

E_muegun Smn

ilimbangi dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

awew

ebab itu harus dilaksanakannnya keterbukaan informs publik dengan harapan
ampu menjadi sarana bagi masyarakat daalm mengeontrol serta

engoptimalkan pengawasan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara

P URWIEIEO

us

egara.

Rada tahun 2022 jika dilihat dari laporan tahunan Komisi Informasi Pusat
V)

13geAusw

epublik Indonesia, dimana Komisi Informasi Provinsi Riau jika dilihat dari

deks Keterbukaan Informasi Publik masuk dalam kategori sedang, oleh sebab

ns ey

#u perlq adanya peningkatan agar kineja Komisi Informasi Provinsi Riau dapat
2rﬁenmg@t. Selain itu juga sengketa perkara terkait informasi publik di Provinsi
Riau pa@a tahun 2022 terdapat 28 kasus akan tetapi pada tahun 2022 yang selesai
hanya % kasus®. Kemungkinan rendahnya kinerja Komisi Informasi Provinsi
Riau da?pat disebabkan oleh beberapa hal seperti : 1) belum tersosialisasikan
dengan gaik keberadaan dari Komisi Informasi Provinsi Riau. Hal ini diperkuat
dari daf;é) yang dimiliki peneliti dimana website Komisi Informasi tidak aktif,

dimana?jika kita masuk kedalam website maka tidak ada publikasi dari kegiatan-

A Ki Riau, “28 Sengketa Informasi Teregistrasi di Riau,” Riau Pos, 2022
<https: //rféupos jawapos.com/riau/14/11/2022/287801/10-bulan-28-sengketa-informasi-teregister-
di-riau.html>.
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o5 4
-y

h

=
=0

il
\/Igegitan Komisi Informasi demikian pula laporan tahunan juga tidak ada, komisi

rma@ yang menjadi wadah agar masyarakat mendapatkan iformasi yang baik

ag

Qe|s
erd-o >t'9'h

|d§k mudah akan tetapi tidak dapat memberikan contoh kepada instansi-
S|°Ia|n 2) komisi informasi belum memiliki sumber daya manusia yang
adal dalam mendukung peningkatan kinerja.

éerdasarkan permasalahan yang terdapat di atas, maka peneliti tertarik

efdeqges dyapusagbu
epun |5§1pu§§q

B

uk rfTelakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Komisi Informasi

msE_Rlau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”
(7))

Tou
gun-

r

N Bu

(=
Penegasan Istilan

Q}ntuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai istilah-

n;,-,eMex yneRjes ne

tilah Eérkaitan dengan penelitian ini, maka sangat penting bagi penulis untuk
emberlkan pengertian dari pada istilah-istilah berikut :
. Kinerja
Kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan
enggunakan sumber daya secara efisien dan efekif®.

Komisi Informasi

uep uexpuNjUEoUSW Bdke) IUTS||

Komisi iniformasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya
gntuk mcgnyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau
TiZjudikaéi nonlitigasi.

()
Ketetbukaan Informasi

V)
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara

quins u@An

Gemokaus yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelegggaraan negara yang baik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No
14 Tar%dn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik
didefinEikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim
dan/ata@diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan pen’;'elenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan
Publik Elnnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang

berkalta;Q dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan
m

§Draf, Manajemen (Jakarta: Erlangga, 2010), 2018.
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110
&

U]
=
ol

\/garana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan

\/ﬂ

I

e

ra (;aan Badan Publik lain serta degala sesuatu yang berakibat pada

b sCille=gs
TR

ntiﬁ’gan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

ang%\lo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga
kutgf, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya

aBs d%tiu@ 6

aitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya
-~

e

azbe

umber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

puu-ﬁu@.un @mpallq

neje
e

dapzian dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang

bagiari atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

2% ungies

egara;dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

asyara;kat dan/atau luar negeri®.

3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

gusw edues 1ul sipell

musan masalah peneliti adalah : Bagaimana Kinerja Komisi Informasi Provinsi

iau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik?

4 Tujuan Penelitian

E’erdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian

MIgaAusu iep ueypIu

i adamfah : Untuk mengetahui gambaran umum Kinerja Komisi Informasi

—

moue

rovinsERiau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

HJaqui
I

o1
N1 °

egunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis ungkapkan dan

Al

rumusai masalah, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
Q
1. BagiJnstitusi komisi informasi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi
=
bahagf dalam melakukan evasluasi, sehingga kinerja komisi informasi mampu

menﬁngkat.
<

deyy jure

Presiden Republik Indonesia, 2.

u3

nery v



Kasim Riau.

cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

minikasi Jurusan llmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan

ar

agi praktisi penelitian ini dilakukan sebagai syarat bagi penulis untuk
mﬁeroleh gelar sarjana ilmu komunikasi, di Fakultas Dakwah dan IImu

D o >
A D HEK cipfa DifAdungi Undang-Undang
..u_cm.l ol 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
AUW.. .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
én b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

T 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB Il
g TINJAUAN PUSTAKA
QO
gajian Terdahulu
%erberapa Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut
3
Per%litian yang dilakukan oleh Solehah dan Aprianjani (2019), dengan judul

Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam

=
@ Mepdorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung.

Hasil penelitian, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
belfgn menjalankan peran secara optimal dalam mendorong tercapainnya
ketgrbukaan informasi publik, salah satunya adalah tidak berfungsinya sistem
web milik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk
mempublikasikan informasi publik mengenai sistem penyelenggaraan negara
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tidak sejalan dengan teori
pers libertarian yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan
untuk memperoleh informasi sebagai kebutuhan sehari-hari’.

Penelitian yang dilakukan Safitri (2016), dengan judul Kinerja Komisi
Inf%masi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada
Komisi Informasi Provinsi Lampung). Hasil penelitian dan analisis
me?@enaiKinerja Komisi Informasi menggunakan beberapa indikator fakus
per%-litian yang peneliti gunakan, kesimpulan yang peneliti tarik adalah
kinérja yang dilakukan oleh komisi informasi provinsi lampung kurang baik
ini%‘erbukti dari masyarakat yang belum mengetahui keberadaan komisi
inf@r_masi.Serta faktor-faktor yang dapat mendorong keterbukaan informasi
muﬁcul dari internal itu sendiri yaitu lingkup sekretariat komisi informasi
proginsi yang harus memperbaiki agar kinerja yang diharapkan dapat lebih

maksimal lagi®.

=
wn
~

ENihlatul Solehah dan Cindy Aprianjani, “Dengan judul Peran Komisi Infromasi Provinsi

Kepulauar: Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di
Bangka Belitung,” Jurnal llmiah Mahasiswa, 1 (1M), 20-39.

&Mutiara Safitri, “Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi

Publik (Sgidi Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung)” (Universitas Lampung, 2016).
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Penelitian yang dilakukan Edriani dan Sadad (2016), dengan judul Efektivitas

jeH

mPer% Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa

eydin

Inf@tmasi Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran

a

EKO_EIiSi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi

Bunpu

publik belum efektif, terlihat dari tahapan efektivitas yang belum terpenuhi.

=FakB£or-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Komisi Informasi

n

uep

«,:Proginsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik adalah

un

2 kempampuan beradaptasi, produktivitas, kepuasan kerja, pemanfaatan sumber

Bue

da;é’, kemampuan berproduksi®.

Per%litian Yang dilakukan Ricky dan Rahimallah (2022), dengan judul
Ketérbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas,
Trr?ésparansi dan Partisipasi). Hasil penelitian menunjukkan penerapan
keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam
proses percepatan dan perluasan penerapan good governance governance
(akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem
pemerintahan di Indonesia. Disisi lain para pemangku kepentingan
(stakeholder) hanya dapat bersinergi dan bekerja sama dalam kondisi yang
jauh lebih kondusif saat tersedia akses informasi yang bersifat setara dan bisa
diakges dengan bebas. Oleh karena itu mendorong peran dari lembaga yang
me;’zamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya keterbukaan
inf((frmasi publik dalam hal ini Komisi Informasi menjadi prioritas khususnya
di e':fa globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini*.

Perglitian yang dilakukan Hidayati, Siswoyo dan Nariyah (2019) dengan
judﬁl Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam
Meﬁ'dorong Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian dan analisis
Kir%rja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dengan menggunakan beberapa

indgator fokus penelitian yang peneliti gunakan, kesimpulan yang peneliti
=~

Su

g
¥ Yori Edriani dan Abdul Sadad, “Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau

Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik,” JOM FISIP, 3.2 (2016), 1-12.

PRicky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia

(Perspekti Akuntabilitas, Trnasparansi dan Partisipasi),” Jurnal llmiah Wahana Bhakti Praja,
12.2 (2022), 43-54.
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tarik adalah kinerja yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kabupaten
iCi@)on masih belum terbukti dengan baik dari masyarakat masih banyak.
O
g.'ya@ belum mengetahui keberadaan Komisi Informasi dan dalam
gpe@elesaian sengketa informasi masih belum optimal. serta faktor yang

gdapﬁt mendorong dan menghambat keterbukaan informasi yang timbul dari

ﬂ

5 mteBrnaI itu sendiri adalah ruang lingkup sekretariat komisi informasi yang

uep

@ harﬁ's ditingkatkan agar kinerja yang diharapkan dapat maksimal kembali.

un-

nSarzw yang dapat diberikan penulis bahwa sampai saat ini masih banyak

Bue

maglarakat yang belum mengetahui keberadaan komisi informasi, dengan
korgmgisi seperti ini sebaiknya komisi informasi lebih banyak dalam
meAYampaikan tujuan keterbukaan informasi dengan melakukan kegiatan
sos%lisasi kepada masyarakat secara langsung. Proses penyelesaian sengketa
informasi juga perlu ditingkatkan dengan memberikan pelayanan yang lebih
maksimal lagi dan meningkatkan sumber daya yang ada, seperti melengkapi
fasilitas yang dapat mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten
Cirebon™

Penelitian yang dilakukan Fudin dan Rahayu (2021) dengan judul Kapabilitas
Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di
Proyinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai
pro;jram tentu  dilaksanakan dalam mendukung optimasi akses publik
terr(fadap informasi. Namun, ketegasan Komisi Informasi selaku pengawas
ker}z'a keterbukaan informasi bagi pemerintah  masih diragukan*?

Perglitian yang dilakukan Febrianingsih (2012) dengan judul Keterbukaan
Inf@rmasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan
Yaég Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tersedianya
inféfmasi terkait dengan urusan tata kepemerintahan yang seperti kebijakan

9]
pu@'k dan penyelesaian publik. Untuk itu pemerintah perlu segera
=~

=

u%) Desy Hidayati, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, “Analisis Kinerja Komisi

InformasfiKabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik,” Jurnal Publika,
7.1 (2019);1-13.

P Muhammad Raji Fudin dan Annisa Maharani Rahayu, “Kapabilitas Komisi Informasi

Dalam N&ndorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah,” Journal of Public
Admlnlstt_@tlon and Government, 3.1 (2021), 15-20.
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mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP
5 No@or 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP™.

)
=
5
-~
Y

Periglitian yang dilakukan Maulidia (2016) dengan judul Evaluasi Kinerja
gKo@isi Informasi Provinsi Banten Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi
Q.

é Publik Periode Tahun 2011-2014. Hasil penelitian diperoleh kinerja komisi

§infér~masi Provinsi Banten dalam penyelesaian sengketa informasi publik

Buep

adaiC?Q\h 51,38% di bawah dari angka yang diharapkan atau dapat dikatakan

tidak baik karena belum mencapai 75%".

Buepun

Perﬁlitian yang dilakukan Arliman (2018) dengan judul Implementasi
KeéTbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil
Negéra Yang Profesional. Hasil penelitian yaitu 1) Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN); 2) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK),
yang menyediakan data-data keterbukaan informasi publik kepada
masyarakat melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus
disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat; 5) Badan
publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan
kelembagaan PPID sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing
badan publik; 6) Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan
mef@orong peran serta masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan
inf(%masi, sebagai amanat UU KIP. Dengan cara-cara tersebut diharapkan
aka&& mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional yang juga
amgndat dari UU KIP™,

: Perglitian yang dilakukan Sari dan Mulyadi (2020) dengan judul Kinerja

quins uejingaAusw uep ueyjwnjuesuaw eduej Ul sin} eA1ey yninj@s neje ueibeqes diynbusw buewe|iqg -|

=19
o

Pejébat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo
da@'n Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. Hasil penelitian

meﬁunjukkan bahwa kinerja PPID Kabupaten Bungo dalam pemenuhan
9]

’_'”n

B Nunuk Febrianingsih, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka
Menuju ﬁj’ta Pemerintahan Yang Baik,” RechtsVinding BPHN, 1.1 (2012), 135-56.

¥ Fanny Oktaviani Maulidia, “Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam
Penyelesatan Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014” (Universitas Sultan Ageng
TirtayasaSerang, 2016).

£ Laurensius Arliman, “Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung
Kinerja Aé)'aratur Sipil Negara Yang Profesional.,” Cendekia Hukum, 3.2 (2018), 138-52.
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ketersediaan informasi publik belum maksimal sehingga mengakibatkan

é‘% el%anan informasi yang diterima masyarakat kurang memuaskan.
§g Peryebabnya karena kurangnya informasi masyarakat. Masyarakat tidak
é ggselélu mendapatkan informasi publik yang diharapkan. Meski demikian
Q.
‘éé pengembangan data/informasi belum dilakukan. Sebagai penyedia utama
2 gmférmaa publik, organisasi perangkat daerah sebagai PPID pembantu di
ISEE
%Eé aBCTJpaten Bungo belum menjalankan fungsi penyempaian informasi kepada
>
2 § PP utama sesuai aturan yang berlaku®®
(= "
8 c _
2.2  kandasan Teori
%— x
2.1 Kinerja
24 fner
22 1.1 Bengertlan Kinerja
g Organisasi yang baik itu digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan

ktif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Dimana

doxe

juan itu tentunya akan tercapai jika kinerja para anggota organisasi maksimal.

UgPUOR e

ahwa kinerja atau prestasi kerja adalah: “Sebagai hasil yang telah dicapai

eseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Euexgn

formasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seorang karyawan tidak dapat

|peroleh begitu saja, tetapi diperoleh melalui proses yang panjang, yaitu proses

us@.ue

Eenllalazn prestasi kerja karyawan yang mencakup kualitas, kuantitas, orientasi,
Fiaya, dah waktu'’.

V)
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

n

quins u

@leh se&ngorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
=]

jawab yang diberikan kepadanya™. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang

mempuﬁyai hubungan kuat dengan tujuan strategis oranisasi, kepuasan konsumen,

dan mefnberikan kontribusi pada ekonomi®®. Kinerja yaitu suatu hasil yang

Ins J

ﬁ' Mela Sari dan Rizky Mulyadi, “Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumenftasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik,” Jurnal
limiah Iku Administasi, 3.2 (2020), 109-18.

Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Pranadamedia Group,

jrie S

2019).
¥ Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan

(Bandungﬁ? PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 69.

‘Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

nery wa
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_‘/(Ellicapai oleh karyawan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku

)
o

u-’u‘g 12

Epﬁjk s@atu pekerjaan®’. Kinerja adalah suatu konstruk multidimensional yang

O
rEat I@mpleks dengan banyak perbedaan dalam arti tergantung pada siapa yang

ug;eq

ng S?nengevaluaﬂ bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang dievaluasi.

nbuegy 6

sahaan harus senantiasa berubah untuk mengembangkan -efektivitasnya.

i '5%9080

gwdy
[9)

bahan tersebut ditujukan untuk menemukan atau mengembangkan cara

Buep

gglﬁakan sumberdaya yang ada dan Kkapabilitas untuk meningkatkan

nex ue§eq

amptian menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja".

Buegun-

ferdapat dua pendekatan untuk mengukur keunggulan kinerja perusahaan.
(7))

ndekgtan pertama menyatakan bahwa kinerja perusahaan disebut unggul

pablla memiliki kinerja diatas rata-rata (above average performance) yang dilihat

g:)n; eAey qgjmas

ri belcbagal dimensi seperti :pangsa pasar, kinerja financial. Pendekatan kedua

enilai keunggulan perusahaan tersirat dari usia perusahaan (corporate

@uegun S

ngevity). Perusahaan yang usianya panjang yang berarti dapat bertahan dalam

aktu lama, adalah perusahaan yang kinerjanya unggul®.

Kinerja adalah suatu konstruk multidimensional yang sangat kompleks,

wnjueoEW

glengan banyak perbedaan dalam arti tergantung pada siapa yang sedang

pu

mengevaluasi, bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang dievaluasi. Perusahaan
Earus sénantiasa berubah untuk mengembangkan efektivitasnya. Perubahan
%rsebut:-jditujukan untuk menemukan atau mengembangkan cara menggunakan
ngbera%ya yang ada dan kapabilitas untuk meningkatkan kemampuan
&lencip%kan nilai dan meningkatkan kinerja®®. Terdapat dua pendekatan untuk
grﬁengukgg{r keunggulan kinerja perusahaan. Pendekatan pertama menyatakan
bahwa kfgnerja perusahaan disebut unggul apabila memiliki kinerja diatas rata-rata
(above é&/erage performance) yang dilihat dari berbagai dimensi seperti :pangsa
pasar, k&erja financial. Pendekatan kedua menilai keunggulan perusahaan tersirat

dari usfa perusahaan (corporate longevity). Perusahaan yang usianya panjang

Ag ue)

% Stephen P Robbins dan Timothy A Judge, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba
Empat, 2848), 145.

2ﬂQWlbowo Budaya Organisasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 240.

% Robbins dan Judge, 173.

'(2016: 240)
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ang berarti dapat bertahan dalam waktu lama, adalah perusahaan yang kinerjanya
1%
e
Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability dan

h

b

eydin ¥BH
[

|vas?-atau motivation dan kesempatan atau opportunity 2. Kinerja merupakan

u ft»ng5| dari motivasi dan kemampuan, untuk menyelesaikan tugas dan

du@ueg Buele)l

168hpufdg

rja% sesorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan

)

e

z o]

ntu Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk

7 uegeq
u@un-ﬁuep

gerjgkan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan

[¢]

erJaI{é\)n dan bagaimana mengerjakannya®. Pendapat lain juga menyatakan

@ ne
=

inerja ’merUJuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta

ey gEun|

emamplian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan®’.
O]
Kinerja merupakan hasil yang dapat oleh seseorang atau sekelompok

BUI SIIN} &

ang dalam suatu organisasi baik secara kuntitatif mau pun kualitatif dengan

iue

ewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai

juan organisasi bersangkutan secara legal ,tidak melanggar hukum dan

ogow

suai dengan moral maupun etika. Kinerja karyawan merupakan suatu hal

UJI'%JB

gang sangat penting dalam upaya perusahaan tujuan yang hendak dicapai
&masa depan dengan perilaku yang diharapkan dari keseluruhan karyawan
éalam mewujudkan tujuan tersebut®®. Kinerja merupakan hasil kerja dan
§erilakL§ kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan

A

S

%nggurﬁ jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu®.
=

C - - - - - -
2 Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, untuk

19

'menyeI%aikan tugas dan pekerjaan, sesorang harus memiliki derajat kesediaan
dan tlng§<at kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah

B [uejng jo A31s

& 2016: 173)
E(zols: 324)
%.(2014:523)
25<(2019 219)

% (2017: 291)
5(2016 251)
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:

c kup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa
gg ak@w dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya®.

%L

genllalan kinerja atau performance appraisal pada dasarnya merupakan

or TZunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan

pudia eydio

Ly

en Eérena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber

a m?anusw yang ada dalam organisasi .penilaian kineja individu sangat

qa&du@uegﬁuem

e&

uetbe
n- glep@ 16

anfﬁat bagi dinamika pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan

u

§

Iluiz penilaian tersebut dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang

Bu

aim%ﬂa kinerja karyawan. Penilaian kinerja atau performance appraisal

& ne.

a

«Q

(7))
alah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan

ey goun|

erja inBlividu karyawan®

m - - - - - -
Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan

BuI sin) e

engerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu tim dan

iue

emudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian kinerja

W

empunyai dua kegunaan utama. Penilaian pertama adalah mengukur kinerja

tuk tujuan memberikan penghargaan seperyi misalnya promosi.kegunaan yang

UJI’gJBO

in adalah untuk pengembangan potensi individu®
Tujuan penilaian kinerja karyawan pada dasarnya meliputi®®
Untgk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini.
Pen%erian imbalan yang serasi,misalnya untuk pemberian kenaikan gaji
berléla, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang.
Meris';iorong pertanggung jawaban dari karyawan.

Untﬁg pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya.

U1 BIBaquIns ueyimMgaAusW Uep UG

Penéembangan SDM vyang masih dapat dibedakan lagi ke dalam:

a. génugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, rotasi
§erusahaan.
9]

b. Kenaikan jabatan.

Ag ue)

¥ Veithzal Rivai Zainal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari
Teorike Praktik (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 523.

%(2012 321)

% (2013:345)

5'(2014: 414)
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c. Pelatihan atau traning penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui

5 @nerja seorang karyawan.

O

g Manfaat penilaian kinerja karyawan meliputi 3

:Bagg karyawan meningkatkan motivasi ,meningkatkan kepuasaan kerja,
Q.

éadamya kejelasan standar hasil yang diharapkan, adanya kesempatan

erkomunlka5| ke atas, peningkatan pengertian tentang nilai pribadi

epg@

u

mMaﬁfaat bagi penilai meningkatkan kepuasan kerja ,untuk mengukur dan

un-

gmengldentlflka& kecenderungan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan
lerjg’ baik dari para manajer ataupun karyawan, sebagi sarana
me@gkatkan motivasi karyawan, bisa mengidentifikasi kesempatan untuk
rotagd karyawan
Marg‘aat bagi perusahaan memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada
dalam  perusahaan, meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan
motivasi karyawan secara keseluruhan, meningkatkan pandangan secara
luas menyangkut tugas yang dilakukan untuk masing-masing karyawan.
Manfaat penilaian kinerja yaitu sebagai berikut®:
a. Manfaat bagi Karyawan yang Dinilai
Bagi karyawan yang dinilai, penilaian kinerja banyak memberi manfaat
yéftu sebagai berikut :
a):-iAdanya kejelasan standar hasil yang diharapkan karyawan.
b)EPengembangan perencanaan untuk meningkatkan Kkinerja dengan
Emembangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin.

c)SAdanya kesempatan untuk berkomunikasi kepada pimpinan.

AT

drKesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan

SI

Pt

~bagaimana karyawan dapat mengatasinya.

e)SSuatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan apa yang perlu
9]
éuntuk dilaksanakan untuk mencapai harapan tertentu.

b. M%nfaat bagi Penilai (Manajer/Supervisor)

(2014: 416)
(2014: 344)
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a) Kesempatan untuk menjelasakan tujuan dan prioritas penilai dengan
(;’):memberikan pandangan yang lebih baik terhadap bagaimana mereka
Sdapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan.

bgMeningkatkan rasa harga diri yang kuat diantara manajer dan juga para
okaryawan, karena telah berhasil mendekatkan ide dari karyawan dengan
g_’ide dari para manajer.

c)iSebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu

—dlengan sasaran kelompok atau sasaran departemen SDM atau sasaran

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did xeH

(c'berusahaan.
d)%r(esempatan bagi para manajer untuk menjelaskan kepada karyawan apa
Ajang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan dari para karyawan
gsehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya
dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer.
e) Dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan
dengan lebih memusatkan perhatian kepada karyawan secara pribadi.
c. Manfaat bagi Perusahaan.
a) Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan, karena :
komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai
Ybudaya perusahaan, Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas,
%peningkatan kemauan dan kemampuan manajer untuk menggunakan
%keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan
Edan mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan.
b)g\/leningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan
Eboleh masing-masing karyawan.
c)é:Kejelasan dan ketetapan dari pengetahuan, keterampilan, sikap yang
E>'diperlukan oleh karyawan.
d)(f:Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap kelalaian dan ketidakjelasan
adalam membina system dan prosedur dapat dihindarkan dan kebiasaan
Eyang baik dapat diciptakan dan dipertahankan.
e)ij(aryawan yang potensial dan memungkinkan untuk menjadi pimpinan

%perusahaan atau setidaknya yang dapat dipromosikan, menjadi mudah

(841
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terlihat, mudah diidentifikasikan, mudah dikembangkan lebih lanjut, dan

©memungkinkan peningkatan tanggung jawab secara kuat.

Buele|q ‘|
E‘exd!o NeH

2 é_entlngnya Kinerja

é g %eberhasnan organisasi dengan ragam Kinerja tergantung kepada kinerja
E’a‘r:gl peserta organisasi bersangkutan. Unsur manusialah yang memegang peranan
éﬁr‘:ggat penting dan menentukan keberhasilan mencapal tujuan organisasi. Didalam
guéu or‘g—anlsam dikenal 3 (tiga) jenis kinerja yaitu*®

3 éKln@sja stratejik (strategic performance)

Kin%ja administrasi (administrative performance)
Kint%ja operasi (operational Performance).
Bila para pegawai gagal berperan secara wajar, seorang pimpinan harus
lenilai penyebab masalah tersebut. Dengan menganalisis keadaan-keadaan yang
rlibat dalam kinerja yang tidak memuaskan, seorang pimpinan dapat

enggunakan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan Kinerja para

omy edge; 1ugsin} eAi@yp ynmjest

aBou

egawai agar dapat memenuhi standar.
Kinerja pegawai penting artinya dalam usaha mengembangkan kualitas

rja, pembinaan, tindakan dan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai

@-uepsueyLIN)

engan Cgeskripsi pekerjaan, serta keperluan yang berhubungan dengan masalah

Fus

etenaggkerjaan lainnya. Pendapat ini menjelasakan bahwa, Kinerja pegawai
()

Bng

nting&alam upaya mengembangkan kualitas kerja dan membina pegawai agar

ampu n,='.:pelaksanakan tugas dengan baik.%’

=
(2}

N>1JaquIss u

2.2.1.3 Eaktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

gerusahaan yang baik harus mampu mengukur setiap kinerjanya
karyawé;]nya, karena hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan
apakah o%buah target yang diberikan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Kinerja
seorang?,karyawan tidak selalu berada dalam kondisi yang baik karena hal ini
dapat oipengaruhi oleh beberapa hal, oleh karena itu ada baiknya jika Kkita
mengetzhui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja karyawan.

2 I1

» Mangkunegara, 94.
% 'Wibowo, Manajemen Kinerja, 10.
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Menjelaskan bahwa dalam literatur manajemen dan organisasi, budaya

nlsé@i dan kepemimpinan dipandang sebagai dua variabel utama yang

=l =]
glogu

pe&?garuhl baik-buruknya kinerja pegawai. Budaya organisasi yang kuat dan

@ Bu

pu_ga e

d tlfgan kepemimpinan transformasional merupakan dua variabel kunci yang

o

ng terkait dalam menentukan tingkat kinerja pegawai®,

ida beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Bahwa

qos dug@ue

aém Ifferatur manajemen dan organisasi, budaya organisasi dan kepemimpinan

ede

Buggun-guepun 16

ndam sebagai dua variabel utama yang mempengaruhi baik-buruknya kinerja

@S neg u

egawag’ Budaya organisasi yang kuat dan adaptif dan kepemimpinan

N

ansformasional merupakan dua variabel kunci yang saling terkait dalam
enentdkan tingkat kinerja pegawai®’.

Qlé)aktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan, antara
in), yaitu sebagai berikut*’:

a) Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat pendidikan, keterampilan kerja,
kompetensi yang dimiliki, motivasi, pengalaman kerja, dan komitmen.
Leadership factors, ditentukan olh kualitas dorongan, bimbingan, dan

dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.

()
~—

Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan rekan kerja.

o
~

System factors, ditunjukkan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang
%berikan organisasi.
e) Cﬁntextuall situation factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan
da:"h perubahan lingkungan internal dan eksternal.

anaman (2005:10) menjelaskan bahwa

Einerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat

-Jaquins ueyjngaAusw uep ueywnjuesusw eduerml SN} eAge)
=)
N

dikelor@'okkan pada 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) kompetensi individu seperti

kemamﬁuan dan keterampilan melakukan kerja; (2) dukungan organisasi seperti

Hedg uejng

%:(2014: 156)

A Lako Andreas, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Isu Teori dan Solusi.
(Yogyak:ﬁ%ta Amara Book, 2014), 15.
‘Wibowo, Manajemen Kinerja, 15.
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=:0) _ : : :
‘/Eetersedlaan sarana dan prasarana kerja dan kenyamanan lingkungan kerja; dan
)}fduk@gan manajemen seperti kepemimpinan, dan lingkungan kerja®.

Kinerja dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut*:

gemampuan (ability). Secara psikolog kemampuan keryawan terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill)
Igaryawan yang memiliki 1Q diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan
iéng memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan
sehari-hari maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja sesuai yang
&fharapkan. Oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan
%ang sesuai dengan keahliannya.

Paktor Motivasi. Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang pegawai
gt)alam menghadapi situasi kerja. motivasi merupakan kondisi yang
menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kkinerja adalah: (1) Pekerjaan yang

éﬁenarik, (2) Upah yang baik, (3) Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan,

%)4) Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan, (5) Lingkungan atau suasana
3

Rerja

yang baik, (6) Promosi dan Pengembangan Diri, (7) Merasa terlibat dalam

§egiatan organisasi, (8) Kepemimpinan, dan (9) Disiplin kerja yang keras®.

1.

Jaquuns ueyingakuaw

Raktor-faktor yang mempengarui kinerja yaitu sebagai berikut**:

Fa%tor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill),
ké‘nampuan kepercayaan diri, kompetensi, disiplin, motivasi dan komitmen
ya’:i\g dimiliki oleh setiap individu.

F@tor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan,
sefmangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
Féitor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh
rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,

9p]

k@fompakan dan keeratan anggaran tim.
=~

=

&p Payman J Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Jakarta: Fakultas Ekonomi

UI, 20058 10.

*Robert L Marthis dan Jhon H Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung:

Salemba Empat, 2011), 114.

B siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 213.
H'(2015: 217)
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Faktor sistem, meliputi: sistem Kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang
d@erikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam
orfanisasi.

: F@(tor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan
lingkungan ekternal dan internal.

ginerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ektrinsik pegawai.

%o

,tor-féktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari

Bon

idikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan

Bu

198 negs uerbeqges dinbusw Huese|q °|

ituaﬁs. Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut *®:

C) %emampuan (ability). Secara psikolog kemampuan keryawan terdiri dari
Kémampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill)
Ec)aryawan yang memiliki 1Q diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan
yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan
sehari-hari maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja sesuai yang
diharapkan. Oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan
yang sesuai dengan keahliannya.

d) Faktor Motivasi. Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang pegawai
dalam menghadapi situasi kerja. motivasi merupakan kondisi yang

Menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja.
V)

-*

(4]
:2.1.5 Indikator Kinerja

adapun beberapa indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja

wns usspngaAuaw uep ueywnyuesuaw eduey Ul sijn} A1ey ynin

Birokrasi-antara lain®’:

1. Prodgktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
men@kur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebaEai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu
sem[g’c dan kemudian General Accounting Office (GAQO) mencoba
men@'—embangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan

menidsukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang
V)

-

[y

&(2015: 160)
8 (2013: 143)
H"Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta, 2014), 178-180.

U
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iharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang
ma@sud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional adalah

BH

W0

uatd}f_mkap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa
utLgkehldupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok
ebimbaik dari hari ini.

ual?tas Layanan, yaitu: cenderung menjadi dalam menjelaskan kinerja

%] |5unpugq e

rgaﬁTsaS| pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk

un-guep

gnenggnal organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap
?ual@s. Selanjutnya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan
mdil%tor kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan
masydrakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan
mas;érakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai
kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh
dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat
tinggi,maka bisa menjadi satu ukuran Kkinerja birokrasi publik yang mudah dan
murah untuk dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk

menilai kinerja birokrasi publik.

. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan

masydrakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan
prog?:am-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
aspirﬁsi masyarakat. Secara singkat resposivitas di sini menunjuk pada
kese%rasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan
aspir§§i masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator
kiner:ra karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan
biroéasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan
denggn ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal
terse§)ut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan
tuju@ birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan

sendiinya memiliki kinerja yang jelek pula.

nery wise
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h

. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi
pub@ itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
(2]

glengﬁn kebijaksanaan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh
;gebag- itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan
o' ~—

Jesponsivitas.

%kuaabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
ci)irok’cfasi politik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

?su@inya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh

Qraky@ dengan sendirinya akan memprioritaskan kepentingan publik.

1252 %eterbukaan Informasi
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara

emokatls yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

} lums||n} eAJBY Yynun|as neje uegﬁeqqmdnnﬁuew BueJeuq 'L

enyelenggaraan negara yang baik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No

4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik

UROUSKR B

idefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim

ny

gan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara
Q
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan
Q

§ub|ik I&innya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang

us

gerkaitetg dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan
g;arana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
gegara iﬁi-an Badan Publik lain serta degala sesuatu yang berakibat pada
Eepentiﬁgan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undangg\lo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga
eksekut?:,, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitazl dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya
bersumlgér dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapa;t'—an dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagiaf’atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

V)
Negara =dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

nery wisey|



AV VYSAS NIN

joiU

5

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAiey yninias neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

?'glg

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

- 23
D)
(=
f“'
masyarakat dan/atau luar negeri. Keterbukaan informasi memiliki tujuan utama

gg m@gatur secara tegas ketentuan tentang

%L

enbpgkatkan akses publik pada data dan informasi yang ada pada

ua ego

enyglenggara negara.

payTé penegakan demokrasi dengan memberi kepastian padakebenaran data

|5&|p

ﬁan mforma5| pada penggunaan data daninformasi serta pada akses publik

ep

&ntuk"mendapatkan danimenggunakan data dan informasi yang ada.

paya peningkatan kapasitas (capacity building) lembaga penyelenggara

Buseun:

nega@ dengan mematuhi secara benar pengelolaan data dan informasi dan
memj:atuhi jangka waktu kedaluarsa yang ada pada manfaat data dan informasi
itu. @

Upay?a untuk memaksimalkan pengelolaan serta penggunaan data dan
informasi secara bersih, jelas dan akuntabel

Benang merah dari uraian di atas adalah bila warga negara diharapkan
berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kebebasan memperoleh informasi
publik ini harus benar-benar menjadi hakwarga negara yang dijamin dan

dihormati dalam suatu undang-undang.

.2.2.1 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan
BIndang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
()

1S

lah mgmberikan batasan secara jelas tentang informasi-informasi yang wajib
sedlalgm dan diumumkan oleh Badan Publik dengan cara penyebarluasan yang

Ewms ur;gqnqe/(uamuep ueywnyuesuswW _erlue; 1Ul SiR) eﬂJe>| ynunjes nege ueibeges dynbusw Buese|l

udah Ziuangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang mudah dipahami,
mellputE-g.

1. Infor%asi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala : Setiap Badan
Pub@ wajib mengumumkan informasi publik secara berkala yang dilakukan
palirésingkat enam bulan sekali yang meliputi:

a. Ir‘éprmasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. Iniormasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

C. Ifﬁormasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

Presiden Republik Indonesia.
"Presiden Republik Indonesia.
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Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
for@1a5| yang wajib diumumkan secara sertamerta : Badan Publik wajib
engymumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat

du& orang banyak dan ketertiban umum;

nfordna5| yang wajib tersedia setiap saat Badan Publik setiap saat wajib

en)%dlakan informasi publik, meliputi:
Dgftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tetapi
tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

H@%il keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

C. Séuruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

=2

Reéncana kerja proyek termasuk di daalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan Badan Publik;

Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

Informassi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam

pertemuan yang terbuka dan umum;

. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan

masyarakat.

. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik

2.2.2 Emformam Yang Dikecualikan

3et|ap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi

ublik qntuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali®

Infor@ay Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informa5| Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi
)

yang«lapat:

a.
b.

I\@nghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
I\/@ngungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang

m§ngetahui adanya tindak pidana.

"Presiden Republik Indonesia.
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Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang
béjﬂ:wubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan
trghsnasional.

I\/%mbahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau
keluarganya.

Mggmbahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak
hli’—CT{um.

§nfor§1asi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

u

ﬁnforﬁasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas

(7))
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Inforfasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

0]
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,

yaitu:

a.

Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara,
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
né‘:;;ara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
e\étluasi

Jl&z'nlah, komposisi, disposisi, atau kekuatan dan kemampuan dalam
p@yelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana

<
pengembangannya.

: Ggfnbar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi

militer.

D%a perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada
s%ala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat
mémbahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau
dia terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam

p@janjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
=
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Sistem persandian negara.

@cem intelijen negara.

KO $8H  —

nfo@am Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
fo@laa Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

nforﬁﬁasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
forgma5| Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional seperti:
Réﬁcana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing,

saﬁam dan aset vital milik negara.

oPuepu n-@.lepl.:nﬁ |5u.npu§q e

Rghcana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi

k%]angan.

c. Réncana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan
p%?ak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.

d. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.

e. Rencana awal investasi asing.

f. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan
lainnya; dan/atau

g. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Inforynasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri seperti :

a. Pg’fisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara
deﬂ-am hubungannya dengan negosiasi internasional.

b. Kgrespondensi diplomatik antarnegara

C. S@em komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan

h@bungan internasional.

d. P@flindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar

o .
negeri.
»n

: Info@asi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik

=
yang?ersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

.InfoF§1asi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Info@asi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
a. Rﬁ/_vayat dan kondisi anggota keluarga.

nery w
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Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
segeorang.

K@ndisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
re%omendasi kemampuan seseorang.

Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan
satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

. $Menmterandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,

s neje wibegas dinbuaw Buele|q °L
p

élangimenurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan.

Inférmasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Py

2.3 )gsas-Asas Pemerintahan yang Transparan (Terbuka)
. Tap MPR No. XI/MPR/1998 yang kemudian diatur dalam UU Rl Nomor
8 tahun 1999 Pasal 3 menegnai Asas-asas hukum Penyelenggaraan Negara,

KgnINj

) Ul simpefiey

upedno

lantaranya, meliputi asas keterbukaan atau transparansi. Keterbukaan atau
ansparansi adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk

uegtio

gmemperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
genyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi
ﬁribadi,golongan, dan rahasia negara.Selain asas tersebut, ada pula asas-asas lain
éang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Antara
Bin®: %

T. Asasz kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang
men@tamakanlandasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
kead@n didalam setiap kebijkan penyelenggaraan negara.

Asas»:—’tertib penyelenggaraan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
kesefj',asian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

N :Jaquins uen

3. Asasiiepentingan hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan rakyat
dan kougwajiban penyelenggaraan negara.
4. Asas?roporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
wn

i jrred

A
4

% Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” 1999.
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nial

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan
i)ada@ode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3\sa5933:akuntanbilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
2 x

Pasilcakhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan
§<epa§a masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
«Q

§esu:§.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

=
Konsep Operasional

Buepuff2buep

§ari uraian diatas, maka terdapat beberapa definisi konsep guna
enyangakan pemahaman agar tidak terjadi salah pengertian tentang konsep yang
'gunalé;gn, yaitu:
1. Kg?erja
Ki:nerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan
menggunakan sumber daya secara efisien dan efekif.
2. Komisi Informasi
Komisi iniformasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya
untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi
mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.
3. Keterbukaan Informasi
Ir&:brmasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan,
di:kelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan

d@gan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara

-Jaquins ueyjngeAusw uep ueywnjuesusw edue; 1ul S|} eAlexpynigges neje weibeges diynbusw Buegiq |

da:ij penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

UEdang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
)

2.4 :Kerangka Pemikiran

Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadari hak dan
kewajibcé)nnya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan dalam
Iayanannr:administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis
ini. Kef(ﬁjiati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah banyak melakukan
perbaikég'l atau pembenahan pada pelayanan publik, tapi praktiknya, masyarakat

masih bié_lum merasakan manfaatnya secara optimal. Belum tuntasnya reformasi

nery w



‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eA1ey yninjas neje ueibeqes yeAuequadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z

AV VYSAS NIN
LAl

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

¢ ht

,ﬂ%i

)
=
o

birokrasi secara menyeluruh, terutama dalam hal rightsizing, business process,

un@er daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya.

B
p

gé: &amun ada hal lain yang lebih penting, paradigma mewujudkan
Ee%rbugaan informasi yang acap kita andalkan pada umumnya masih pada upaya
‘ﬁagalmﬁ’na membangun kesadaran pemerintah dan seluruh badan publik agar
Eeénerﬁa& pada usaha membangun transparansi pengelolaan pemerintahan demi

éwmgﬁétkan pelayanan kepada masyarakat. Masalah suatu instansi belum

jalagkan keterbukaan informasi diidentifikasi karena adanya faktor komitmen

ofitik &éri kepala daerah. Di satu sisi, kepala daerah ada kecenderungan untuk

N[ nepg uejeq
u@un

(7}
femenghi amanat Komisi Informasi Propinsi. Di sisi lain, bisa saja kepala daerah

|

%an perahgkatnya ada keengganan untuk segera melaksanakan keterbukaan. Agar
éi’c.lemudghkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat
Eérangka pemikiran. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan bagan kerangka

ﬁikir sebagai berikut:

:Jaquuns ueyINgaAusSW UBp UBYWNJUBOUSW
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterbukaan Informasi Publik

<

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did xeH

neiy eysns NN Y!lw ejdido jey @
Lo

informasi

1T

Masalah-masalah yang ada:

Kurangnya sosialisas adanya komisi informasi

2. SDM yang dimiliki komisi informasi belum mampu
menyelesaikan tugasnya dengan maksimal

3. Website komisi informasi tidak ada data publikasi
yang relevan

4. Pejabat publik kurang komitmen dalam keterbukaan

<

Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau

<

'::2 Indikator Kinerja
1. @Produktivitas

2. 7Kualitas Layanan

3. 2Responsivitas

4, a?eponsibilitas

5. 'éAkuntabilitas

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw eduey Ul siny eAiey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuese|iq ‘|
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Sumbera Safitri (2016)%

qey[ JraeAg uejpng jo Aj1

“Safitri.
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Gambaran umum kinerja
komisi informasi Provinsi
Riau dalam mendorong
keterbukaan publik
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BAB Il
; § g METODOLOGI PENELITIAN
3% Desain Penelitian
38 =
g § PBenelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan
(=i A=) Q
ﬁt&odegdeskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif “sebagai prosedur penelitian
DS
§a§g menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje yinuy uesinuad ‘ueJode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

ael

r&hgorang dan perilaku yang dapat diamati®®
g =
@ Bata yang dihasilkan dari penelitian kualitatif berupa tulisan maupun kata-

ata gaznbar dan bukan merupakan angka-angka yang bersifat deskriptif.

@7 YnZos neje

@D

hlngg% laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi

mbar&h penyajian laporan tersebut dan harus dianalisis sejauh mungkin tanpa

|mgﬂ1

danya treatment Ciri dari metode deskriptif kualitatif adalah menitikberatkan

wsi

11

ada observasi dan suasana ilmiah (natural setting).Peneliti terjun langsung ke

pangan dan bertindak sebagai pengamat dan pencarian data bukan dimaksudkan

UBOUSFY &

ntuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian
Ilakukan. Rumus 5W+1H analisis penelitian kualitatif.What (data dan fakta apa

ny

ng dihasilkan dari penelitian), Who (siapa saja yang menjadi informan

S]] UB%UE

enelltlan) Where (dimana informasi ditemukan), When (kapan informasi

eXu

|temulmn) Why (mengapa penelitian dilaksanakan) dan How (bagaimana proses
nelltlah dilakukan). Dengan demikian, pada penelitian ini akan dijelaskan

ugying

§emua tml tersebut dalam tinjauan tentang kinerja komisi informasi Provinsi Riau

aalam r&endorong keterbukaan informasi publik®*.
=]

Pt v

<

32  LCokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian di Komisi Informasi Provinsi Riau, sedangkan waktu
Q

peneliti@ dilakukan pada bulan September 2023 — Februari 2024.

$ieAg uejn

*Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2010), 4. 7\‘

@ % Elvirano Ardianto, Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif
(Bandung_-.; ‘Simbiosa Rekatama Media, 2010), 58.
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erupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui lisa (wawancara)
dengan spimpinan maupun dengan beberapa pegawai komisi informasi Provinsi

Riau.

1A U §

X Jumiati Sasmita dan Norazah Bte Mohd Suki, Metodologi Penelitian Untuk Penulisan
(Skripsi, Tesis dan Disertasi) (Pekanbaru: UNRI Perss, 2018), 53.
% Sasmita dan Suki, 53.

!—'_»F’m =
3.3 Sumber Data Penelitian
o o g i %mber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
D059 §s
SSas =
@& 331 DataPrimer
§ § g § Bata primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti
(=g s P20 4= Q
§§ §e<‘°@ra langsung dari sumber datanya. Data primer penulis peroleh langsung dari
39 ¢2 = . . 55
® S gbpek penelitian dengan cara memawancarai informan™.
S E5E
5225 B
S o o= & zZ
23 §§2 Pata Sekunder
a2 c . 3 - .
§§ = Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari
@'= s Q’T
é’ g berbagabsumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder
3 =< £
a % gang pgnulis gunakan adalah dokumen-dokuemn, buku-buku yang berkaitan
2 5 =
3 5 dengan penelitian®.
® 3 §.4 Informan Penelitian
2]
nfj‘? % Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pemimpin instansi dan
DE D
e § éegawai,yang dapat dilihat pada tabel berikut:
58
2 § Tabel 3.1
5= Pemilihan Informan Penelitian
= <§ No | » Informan Keterangan
8 ¢ 1 [ Pimpinan Komisi Informasi Informan Kunci
- ﬁf 2 | Begawai Informan Pendukung
2 2 3 | Pegawai Informan Pendukung
=] ~
g 3.5 ‘?_eknik Pengumpulan Data
> <
o - - ay. - . .
g ?,(geknlk pengumpulan data yang digunakna pada penelitina ini adalah :
@ -
Q <
> 3.5.1 Wawancara
;
-
e
5
QO
=
s
2]
5
c
3
V)
&
[
=
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5.2 Dokumentasi

h

; § onumentasi digunakan untuk memenuhi tuntutan data skunder melalui

= 0

meﬁ.lng@]an tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen

Beg

gaé’n %nggap peneliti sesuai. Penelitian ini memperoleh dokumentasi seperti
o’ —r

‘ém rangahunan komisi informasi pusat.

O 3

85 =

823 Qbservasi

5 ¢ L . . . .

2 g Ealam penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dimana

o o

§e€ellt|(,;|dak ikut serta telibat dalam kegiatan-kegiatan yang subyek lakukan,

tapi ogservaa dilakukan pada saat wawancara. Pengamatan yang dilakukan
engg@]akna pegamatan terstruktur yaitu dengan melakukan pengamatan
enggunakan pedoman observasi pada saat pengamatan dilakukan®’. Dimana
bserva5| dilakukan peneliti pada saat melakukan wawancara.

6 Validitas Data

Uji validasi data atau uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dapat
lakukan dengan cara meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti
elakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara
rsebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti

an S|s£émat|s Meningkatkan ketekunan itu berarti mengecek soal-soal atau

espngedusugiep meyumjueduswawdue) IsiingeAley yngge

akalat;-yang telah dikerjakan ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan

etekungn ini maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan

WIWRS U

stemah_s tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti meningkatkan
ketekungn adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil
penelltlﬁﬂ atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang
- diteliti. SDengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan
tajam sghmgga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar
- atau tldak58

jurefg

%Madalls Metode Wawancara (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 68.
m‘SuegOHO Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2016), 273.
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Teknik Analisis Data
@ahap penelitian kualitatif lapangan secara umum terbagi menjadi tiga
Bp, )@Jtu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

elaﬁn dari ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut™

upPYEQ

ahacp Pralapangan

gmlﬁ

erdgpat enam tahapan dalam tahap ini yaitu: menyusun rancangan penelitian;
em’Tlh lapangan penelitian; mengurus perizinan; menjajaki dan menilai

pangan; memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan

Bu%un-gyep

perleﬁgkapan penelitian.

Taha% Pekerjaan Lapangan

Terddpat tiga bagian dalan tahapan ini, yaitu: memahami latar penelitian dan
persigpan diri; memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan
data. Sebelum turun ke lapangan peneliti harus memahami latar penelitian
terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun psikis.
Tahap Analisis Data

Anlisis data dilakukan langsung di lapangan bersama-sama denga
pengumpulan data. Tahap ini meliputi proses pemberian makna pada data yan
telah diperoleh melalui teknik teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi
Tekrik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan hasil
analigfis yang bersifat deskriptif.

‘Moleong, 7.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

eH O

jarah

'omisi informasi pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir

nbusw Bueseq ‘|

Q
epdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

on
BuBpurgbunpuideidio yey

uBlik. KIP pertama kali berkerja pada tanggal 1 mei 2010 berdasarkan ketentuan

e

femos

ksafhaan UU keterbukaan informasi publik yang mensyaratkan pelaksanaan

eqel
&

=
iniggetelah 2 tahun diundangkan oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan

Suep

UKIPibahwa pembentukan komisi informasi (KI) tingkat pusat harus sudah

Algg unames @e)

rbentt% satu tahun semenjak diundang UUKIP ini yaitu tahun 2009, sedangkan
gntuk ti@'gkat provinsi dan kabupaten/kota paling lambat sudah harus terbentuk 2
gfihun semenjak di undangkan UUKIP vyaitu tanggal 31 April 2010, namun pada
genyataannya hingga saat ini KI tingkat provinsi pun baru ada di empat Provinsi

Q
gntara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Pekanbaru, dan Lampung, namun dalam

3

thhun 2011 diharapkan di 33 provinsi proses pembentukan komisi informasi

Erovinsi sudah rampung.

Q

é Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat (KIP) yang
éerkedu&j}ukan di ibukota Negara, komisi informasi provinsi yang berkedudukan di
”E)ukotag,,provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota yang
c ] ()

Masing#asing berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota. Susunan

ﬁeanggciaan komisi informasi pusat berjumlah tujuh orang komisioner yang harus

u

qui

menceréinkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Bagi keanggotaan
komisi :ﬁ’mformasi pada tingkat daerah, komisi informasi provinsi/kabupaten/kota,
komisiq?}ernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari
pemerifﬁah dan unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para komisioner
harus n@nggelar rapat pleno untuk memilih seorang ketua dan seorang wakil

ketua ya:T'lg masih merangkap sebagai anggota.®

“Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau,” 2023.

nery waqey juredg
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P0G *
4.2 Kedudukan Komisi Informasi Publik Dalam Negara
o ;§ gegara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. ®‘Secara
g ﬁ;’raigisio[jgal negara hukum selalu dikaitkan dengan: pemerintahan berdasarkan atas
% Eugum dan konstitusi; adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara; dan
2—. ‘gdg nya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti
§ éli?ﬁ j%ﬂlﬂ&ﬂ dalam pelaksanaannya. ®“Untuk menjamin  terlaksananya
E;_ %e&cwenugan hak asasi manusia memperoleh informasi, pemerintah telah
i gl@gur@angkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
?3 ?ﬁ)rma%’l Publik (UUKIP) dalam Lembaran Negara Nomor 63.
§ = @leh UUKIP, semua Badan Publik diwajibkan memberi dan menyediakan
g %forma%l yang ada dalam kewenangannya kepada semua warga negara yang
g <?;’i'qemlnttétnya Dalam upaya menyediakan informasi hukum yang akurat, cepat,
i @.an tepat, semua Badan Publik telah diwajibkan menyediakan akses informasi
3 éengan membina dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi baik
% isbcara elektronik maupun non elektronik.
? % Jika UUKIP mewajibkan semua Badan Publik menyediakan akses

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueu![aued ‘ueyipipuad uebunuaday ynyun eAuey uediynbuad e

thformasi dengan membina sistem informasi dan dokumentasi, berarti anggota
&gislatif dan pemerintah juga menyadari bahwa sistem informasi dan

aokumefntaﬂ di Indonesia belum eksis sebagai akses informasi yang efektif.

A

§ebelum UUKIP, upaya penyediaan informasi hukum, khusus untuk mendukung

1

éembangunan hukum nasional, sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 91

n

Fahun 5,999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

O

(KepprgJDlHN). Kebijakan nasional ini direkomendasikan oleh Seminar Hukum
Nasionai 1l pada tahun 1974 di Surabaya. Direkomendasikan mengingat
dukung@ﬁ dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih

sangat femah. Lemah karena akses informasi hukum belum tersedia, sehingga

Ag uelng

2 Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1995 Pasa 1 (3),” 1945.

% Jimly Asshiddigie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis:
Pokok-PoRok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dalam Rangka
Perubahapﬁ UUD 1945. Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat
Madani (_ﬂgkarta BPHN, 1999).
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*_\,al

ormasi dan dokumen hukum sebagai bahan baku pembangunan hukum masih

dlc@rl dan ditemukan pada saat diperlukan®,

@\
BH

dio

gampal saat ini, informasi dan dokumen hukum masih sulit dicari dan

@ buese)

sg diyabus
16&hpu

I&n kembali. Sistem informasi hukum selama ini sangat diabaikan bahkan

ga =

safjana hukum sendiri. Zaman saat ini mengandalkan penguasaan informasi,

a seganyak -banyaknya, seluas-luasnya, sedalam atau sedetil-detilnya, setepat-

R

tnyé“dan secepat-cepatnya. Informasi yang cepat, akurat, luas dan mendalam,

upa@n kunci dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Akan tetapi

neg uegieq
u@un_@xe

afa &aktik informasi hukum di Indonesia tidak merata, tidak lengkap, dan

%w_.nmaz

(7))
ak cepat, sehingga kualitas dan produktivitas dalam pengambilan keputusan

ga terganggu®
O]
Eazimnya, jika seseorang membutuhkan informasi hukum, pasti akan

Ul SIN) eey

ertanya kepada orang yang dianggapnya mengerti hukum. Namun dalam

iue

enyataannya, bertanya kepada seseorang, tidak selalu menyelesaikan persoalan.
alam banyak hal mencari informasi tidak hanya sekedar ingin mengetahui tetapi
ga ingin membaca dan memiliki dokumennya untuk didalami lebih lanjut atau

WHgIEO W

fijadikan alat bukti. Dalam hal seperti ini pencari informasi membutuhkan

§erpustakaan Hukum atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum. Namun

<
®

memperdleh informasi yang diinginkan, karena: 1) Di perpustakaan hukum yang

—

=

|kunjuﬁgi belum tersedia informasi yang dibutuhkan; 2) Dia dihadapkan dengan

3 - .
gersoalagpnya saat ini, berkunjung ke perpustakaan hukum belum tentu akan
o)

d
2 =
gatusan Bahkan ribuan dokumen hukum yang tertumpuk dalam satu ruangan tanpa
®

sistem. g/lencarl satu informasi dengan membaca ratusan dokumen tanpa ada
suatu kgpastlan bahwa informasi yang dicari ada di dalamnya, sungguh suatu
pekerjaéﬁ yang mendekati kesia-siaan.

Balam dunia ilmiah dikenal adanya dua macam sumber informasi.

9]
Pertama;.sumber primer yaitu benak (pikiran) para ahli dibidangnya. Dalam benak

Ag ue)

% M Budiarto, Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Rangka Menunjang
Para Pejabat Pengambil Keputusan. Makalah disampaikan dalam Pengarahan Pada Latihan
Tenaga #eknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Dasar (Jakarta: Departemen
Kahakim&n, 1991).

% Asshiddigie. 2
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ara ahli hukum tersimpan pemikiran (ide) tentang hukum berupa tacit knowledge
@sanya dapat digali dengan mengajukan quesioner. Kedua, sumber

TEE ]

nd@j_ adalah ide (pandangan) para ahli hukum yang telah dituangkan dalam

e

@b
Hopufia

aga? media (explicit knowledge) yang disebut dokumen hukum. Dalam

e emﬁangannya ide (pandangan) para ahli ini kemudian dikemas ulang,

ag dimbus
9#81 16

bung secara ilmiah menjadi dokumen hukum baru, berupa hasil penelitian,

q

ele

agan, ’ﬁaskah akademis, rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan

ndazg undangan dan Kkarya ilmiah. Penciptaan dokumen baru dengan

Eg u
Bugpun®

nggu%’akan informasi yang ada sebelumnya semakin lama semakin cepat.

gn
@D

mua gnstana pemerintah di pusat dan di daerah setiap saat menciptakan

ey lgum

okuméﬁ hukum baru. Sehingga terciptalah dokumen hukum dalam jumlah yang
ngat besar

} Ul sy e

Dalam konteks dokumentasi, informasi hukum adalah informasi yang ada

enlue

alam dokumen hukum (explicit knowledge). Dokumen hukum tersebut meliputi
onografi hukum (buku teks, hasil penelitian, hasil kajian, naskah akademis,
ncangan undang-undang, makalah pertemuan ilmiah, prosiding dan karya

B WIEHEeoTpW

miah); berbagai jenis peraturan perundang-undangan; putusan pengadilan; dan
tikel hukum dalam majalah dan surat kabar.

@i antara dokumen hukum tersebut banyak yang sudah diterbitkan, namun
V)

mgaAusw wp u

asih lébih banyak yang belum diterbitkan (grey dokument), yang dikenal dengan
butan(f);dokumen kelabu “grey document” yang keberadaannya hanya diketahui

=
dikit 'erang. Ketidaktahuan ini mengakibatkan terjadinya duplikasi kegiatan

L1aqgIns Ze)

peneliti%j, pengkajian, penyusunan naskah akademis dan kegiatan lain. Semua itu
mengak_{batkan terjadinya pemborosan tenaga, waktu dan keuangan negara.
ééhari setelah memproklamasikan kemerdekaannya bangsa Indonesia
sudah femiliki UUD 1945 yang menganut asas negara hukum dan asas
kedaulagn rakyat. Sebelum diamandemen, asas negara hukum dinyatakan dalam
penjela%n, dan asas kedaulatan rakyat dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2). Setelah
diaman@emen untuk ketiga kali tahun 2001, asas kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat
(2) UUl;1945 diubah rumusannya menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat

dan dilagsanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Asas negara hukum dengan

(841
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as dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 dengan rumusan: “Negara
es@l adalah negara hukum”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

B B

ublﬁi Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

§ecara tradisional konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip:

imabusw Buete|igs)
effio

e erlmiahan harus didasarkan atas hukum dan konstitusi; adanya

o 16Ehpulia

e bag+_an/pem|sahan kekuasaan; dan adanya pengakuan dan perlindungan

a9 di
-Brep

f ada@ hak asasi manusia yang diikuti oleh jaminan dalam pelaksanaannya.
da saat UUD 1945 diamandemen kedua kali pada tahun 2000, hak asasi

nus@’dlkembangkan secara signifikan dengan menciptakan Bab XA dengan

a3 nejguegeq
Buayun

V]

dul I-gélk Asasi Manusia. Dalam Pasal 28F dikatakan bahwa “memperoleh

ey goun|

forma%l” termasuk hak asasi manusia, dan Pasal 281 ayat (4) menetapkan bahwa
menurhannya adalah tanggung jawab pemerintah.

} U ST e

Dalam suatu negara hukum semua orang, sejak lahir sampai meninggal

enlue

unia terikat oleh hukum. Tingkah laku dan aktivitas dari semua orang, baik

bagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis, petani terikat oleh hukum. Sebagai

I'%EO%@UJ

ibat dari keterikatan terhadap hukum tersebut, maka semua orang membutuhkan
formasi hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pribadi,

paratur pemerintah, pebisnis, petani dan yang lainnya. Bagaimana melaksanakan

$ep

usw

ewajlbg,nnya dan mempertahankan haknya apabila dilanggar orang lain. Selain

u, semua kegiatan pembangunan hukum membutuhkan informasi hukum yang

A

Iengkgp dan sedetil mungkin dan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan

Pt 0

(2}

Sari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi hukum di dalam

:Jogmiins wey|
wins ge
=

uatu négara hukum menduduki tempat yang penting dan strategis. Informasi

> O O»w

ukum@perlukan untuk memberdayakan masyarakat di bidang sosial, politik dan
- ekonomis. Informasi hukum dibutuhkan dalam upaya membangun sistem hukum
nasmnagyang berkeadilan. Semua hal tersebut memerlukan akses informasi
hukum iang seluas-luasnya dalam suatu sistem temu kembali informasi hukum
yang e@ktif. UUD 1945 Pasal 281 ayat (4) menetapkan: “Perlindungan,

pemaju@, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
V)

% Asshiddigie. 147
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gara terutama pemerintah”. Pemenuhan hak asasi “memperoleh informasi

E;uiu ’@tidak mungkin diselenggarakan dengan baik tanpa tersedianya akses
gérm@ Dengan demikian tanggung jawab menyediakan informasi hukum
Ee%da gada pemerintah.

E’é Di samping aturan pengelolaan informasi yang ditetapkan dalam UUKIP
gargapa%uga peraturan lain yang secara khusus mengatur pengelolaan dokumen
&gag |nf6FmaS| hukum untuk pembangunan hukum, yaitu Keppres 91/1999 tentang

gaagDokumentam dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Anggota JDIHN
dah I&’)lh dari 600 unit kerja instansi pemerintah yang terdiri dari Biro Hukum

nege u
uagun

n Ba%an Hukum. Anggota Jaringan terdidari:

Blroﬁukum dan atau perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan
tugas: dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan
pada:

a. Kantor Menteri Koordinator;

o

Kantor Menteri Negara;

c. Departemen;

d. Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

e. Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Negara;

f. Pémerintah Daerah Provinsi;

g. P%nerintah Daerah/Kota.

Pengé’dilan Tingkat Banding;

Peng":édilan Tingkat Pertama

PusaEDokumentay Hukum pada Perguruan Tinggi di Indonesia

U1 SJaquans NeyingaAusw uep ueywnjuedsusw eduey Ul SIny efey| lgumg

Lembaga lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi
dan J@formam hukum, yang ditetapkan olen Menteri Kehakiman

Biro Hukum dan Bagian Hukum yang ditetapkan menjadi Anggota JDIHN
inilah %ng bertanggung jawab menyediakan akses informasi hukum di
instansigya masing-masing. Semua Biro Hukum dan Bagian Hukum Anggota
JDIHNétersebut berada dalam naungan Badan Publik. Jika dalam UUKIP
dikatak@ Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi

dan doEumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien

nery w
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ehingga dapat diakses dengan mudah. Maka di Biro Hukum dan Bagian Hukum

slalgdibentuk lembaga (unit kerja) dokumentasi dan informasi hukum untuk

2)EH

aksahakan pengelolaan informasi hukum.

gengan demikian tanggung jawab menyediakan akses informasi yang

@uew Buegey
o Bl

16ghpuing e

ra konstitutional ada pada pemerintah, secara operasional diselenggarakan

éh uni_;t kerja dokumentasi dan informasi hukum yang ada di Badan Publik.

Q.
0

a dn

eﬁkenc’i‘éﬁn dengan informasi hukum dalam suatu negara hukum perlu diingat

T ueteq

Cc
ﬁwa tersedianya akses informasi hukum bagi semua orang merupakan salah

=bu

syg?at yang harus dipenuhi (conditio sine quanon) untuk mewujudkan
prem%i hukum.

Wrgensi pengelolaan informasi muncul pada saat jumlah dokumen sudah

| sy eliey gpun|3s ne

D N . | .
demikian banyak. Muncul karena pencarian informasi dan penemuan kembali

U

okumen sudah sangat sulit dilakukan. Pengelolaan informasi dilakukan dengan

engorganisasikan informasi di perpustakaan hukum dengan tujuan: 1) agar

w eglue

Bokumen yang ada di perpustakaan diketahui tempatnya melalui nomor kelas,

ed

yaitu kode unik dari setiap dokumen yang menunjukkan tempatnya dalam susunan
3

Koleksi; 2) agar dokumen yang ada di perpustakaan dikenali melalui cantuman
Eﬁbliograﬁ (bibliographic record) yang terdiri dari: pengarang, judul, impresum,

Eolasi, s@bjek, dan nomor kelas.

o)
-

(¢}
3 gisi dan Misi

- - m - - - - - -
Visi Bomisi Informasi Provinsi Riau:®

:JoquiRs UBBRNgaA

@erwujudnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi Komisi

Informa%i Provinsi Riau.

2. Misi ?Somisi Informasi Provinsi Riau:®’

a. OEtimaIisasi fungsi Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai pusat
p%yelesaian sengketa informasi publik.

b. Tg—rwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima dan

ptdfessional.
V)

Ay

3

‘Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”
‘Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”

&

u3sd
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Terwujudnya kesadaran publik dan badan publik terhadap transparansi
m@)rmasi publik.

ffugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau
JU EIP No. 14 tahun 2008
ergg) No. 72 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pembentukan
omisi Informasi Provinsi Riau
K. %ubernur No. KPTS. 949/X11/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang
ene@apan Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau masa bakti 2012-2016

Byepyn- SL%)U

w
A
%n
>

. SK P%TK
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 3

Berlkut merupakan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau,

} lul siinpeAlesp ynassjas nejeweibeqes Mynbrow Buelse|q |

ang dapa dilihat sebagai berikut :°

e

. Tugas
Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa Informasi Publik di
aerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Pasal 27 Ayat |

. Wewenang

1. Mue)manggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.

2. N%minta catatan/bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik
tefkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa
Irﬁigrmasi Publik.

I\/@minta keterangan/menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak

1IQUINS UBXINGeAUSW UBPIUENTIN}UBOUSYS B

w

y%ig terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik

4. M:é;,ngambil sumpah setiap saksi yang di dengar keterangannya dalam
Aﬁjdikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.

5. I\/@mbuat kode etik yang di umumkan kepada publik sehingga masyarakat
dag)at menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau.

6. PaSal 27 Ayat 3

‘Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”
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Kewenangan Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian

Séj?:gketa yang menyangkut Badan Publik Tahun | yang bersengketa.

Péftanggung Jawaban

Kgmisi Informasi Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur dan

menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Fungsi, Tugas dan

wgwenangnya kepada DPRD yang bersangkutan.

Pgégub. No. 72 tahun 2012 tangal 26 Desember 2012 Pasal 4

Kemisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

mg’mpunyai tugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa

In:formasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi

yaHg diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik. Pasal 5

a.gDaIam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi mempunyai
wewenang :

a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan
Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan sengketa Informasi Publik;

¢) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun

pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa
Informasi Publik;
) Mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam

Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik;

U JTWEIS] 3je}g

) Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga

masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi;

AIISIATU

truktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau

JO!

Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau dapat dilihat pada
=

gambar@.1 sebagai berikut :*°

qey Juredg v

&

u3

‘Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”
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i B
50 &
= T )
it =
O
3 £ g Gambar 4.1
a2 < Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau
c 3
= @
© p 3
» 3 —
% a = Ketua
ag ~
it E
La =
o 8 \ 4
a2 B
= 5 Wakil
= =
5 Q
2 e
ok )
% = R \ 4 \ 4
= Bid
5 : Idang Bidang
3 Bidang Penyelesaian . .
D Edukasi, Sosial
3 | Kelembagaan Sengketa .
) . dan Advokasi
3 Informasi
Q
=1
§umber : Komisi Informasi Provinsi Riau, 2023
=
Q.

Tugas dan tanggung jawab setiap jabatan yang ada di Komisi Informasi

udgu ue

rovinsisRiau dapat dilihat sebagai berikut :"

. Tugagf dan tanggungjawab Ketua Kl Provinsi Riau adalah:

a. N@ngkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Provinsi
R%u;

b. I\/@mimpin rapat pleno, rapat kerja Kl Provinsi Riau, rapat koordinasi

Jagquuns ueyngeA

da}rah, rapat pimpinan daerah dan rapat kerja teknis daerah, di luar sidang
pgnyelesaian sengketa informasi publik;

c. Menandatangani surat keluar atas nama Kl Provinsi Riau, keputusan hasil
ra;i@:at KI Provinsi Riau, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama
dé’ngan pihak-pihak lain atas nama KI Provinsi Riau

d. Né)ndisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/ata sub

kO;'nisi dan Sekretaris Kl Provinsi Riau

o)

i

5 “Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”
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e. Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan K

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew njens uenelfur} neje YUy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuadaey ynun eAuey uednnbuad ‘e

:Jaquins uejingaAusw uep ueyjwnjuedsuaw eduej (Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibeqes diynbusw buese|iq -

P@vinsi Riau; dan
. Mglaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat
p%no.

ugas dan tanggung jawab Wakil Ketua K1 Provinsi Riau adalah:

1BwppuIg el D dNeH

: I\/F_éngkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal KI Provinsi Riau;

: Mglaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diputuskan dalam
rapat pleno.

ﬁ'ugag)dan tanggung jawab anggota adalah:

uepun-SHepsn

a. I\/%Iaksanakan tugas-tugas dibidang yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Mélaksanakan tugas-tugas berdasarkan sub komisi dalam hal menerima,
rrgmeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi
publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh

setiap pemohon informasi publik;

nery wisey JrreAg uejyng jo AJISIdAIU) dTWeR[S] 3jel§
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BAB VI
PENUTUP

H®

QO
gesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat
Q

ylrrgpulkan bahwa kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong

urgﬁunpuu!d“bxd!o NeH

uBp

erb@;aan Informasi Publik sudah pada kategori cukup baik. Ini terlihat dari

hua Qngketa yang masuk semua diselesaikan dengan baik. Selain itu juga

epa)-b

saejegelbeqos gynbusw Guese)iq |

eéawag,, dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional

Mo

rosedumx dan instansi juga melakukan evaluasi atas program atau penyelesaian
ngket% yang dilakukan minimal satu bulan sekali. Sedangkan untuk
ewujuil'kan visi dan misi Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan sosialisais

an pendampingan agar semua badan publik dapat memberikan informasi sesuai

)| umsung/hg@ y

einginan masyarakat dan juga agar kerja sama antar badan publik dapat tejalin.

edme

Palam hal administrasi juga selalu dilakukan prinsip-prinsip administrasi oleh

3

Komisi Informasi Provinsi Riau ini dilakukan agar masyarakat atau pemohon

—

Ewdah dalam melakukan permohonan. Demikian pula laporan kineja tahunan

Q
gelalu di buat oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dan diserahkan kepada

éubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sejauh ini laporan yang telah

o

HZlbuat tEdak ada cataan dari Gubernur maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
% -

g.2 S'aran

= =8

% D‘alam pengamatan penulis di lapangan tentang Analisis Kinerja Komisi

nform@ Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, ada

hal yan@menjadl saran penulis yaitu :

1. Dihafapkan Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaiakan sengketa
tidakJebih dari 100 hari kerja

2. Diha:::apkan Komisi Informasi Provinsi Riau dapat memanfaatkan sarana dan
prasaiana yang ada semaksimal mungkin agar pelayanan tidak terganggu.

3. Dihaiapkan pimpinan Komisi Informasi Provinsi Riau membuat kebijakan jika

mere]_ga sedang ada urusan diluar kota atau urusan yang mendadak sehingga

V)
tidak®. ada dikantor, dapat melakukan deligasi. Ini dilakukan jika ada

nery w
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rmohonan masuk baik itu permohonan informasi maupun sengketa, maka
proses secepat mungkin tanpa harus menunggu pejabat terkait ada di

afdi

H a8k cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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. Produktivitas

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau?

Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau
dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?

Apalcfah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi
Riau%nemiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa
inf0r§1asi?

e
(2]

(@

. KuaEtas Layanan
]

Apakéh pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan

pela@nan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi?

: Bagac'rmana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui

medgsi dan ajudiksi nonlitigasi?
Evaldasi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan

kualt‘;l%\s pelayanan sengketa informasi publik?

nery wisey[
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. Kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas
ela)@nan sengketa informasi publik?

Q)
oy

es@nswltas

eydiD »#8H

Pk

agatmana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal

eter%ukaan informasi di setiap badan publik?

n- 99[}% 16

Apa ’é'aja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan

Bgu
2]
€1 N
D

QBaga(ﬁnana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan
mfor@aSI badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat?
Apa Andikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai

dengu?n keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik?

. Responsibilitas
Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan
program terkait keterbukaan informasi badan publik?
Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah
melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku?
Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau
sudaésesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008?
Apal%h Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan

=
publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008?

(e
=

Pt v

. Akuptabilitas
2]

1. Bag@fnana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip

akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik?

Kepéa siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung
jawa§)an kinerja setiap tahunnya?

ApaEaja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?

Cataﬁn dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima

Iapor?é,n pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?

nery w
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Produktivitas

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Sengketa
informasi yang ditangani Komisi Informasi Riau yaitu mengenai keterbukaan
inforppasi  dari  Pemerintah  Provinsi Riau, Pemerintah Kabupate/Kota,
Perugahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Badan Usaha Milik
Negara

Beraga banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau
dalannm kurun waktu 3 tahun terakhir? Sengketa informasi yang ditangani
selarﬁzé 3 tahun ini sebanyak 115 sengketa, dimana pada tahun 2021 sebanyak
25 sengketa, tahun 2022 sebanyak 30 sengketa, sedangkan tahun 2023 sangat
menélami peningkatan secara signifikan yaitu sebanyak 60 sengketa. Dari 115
sengketa selama tiga tahun hanya terdapat 1 sengketa yang batal yaitu terjadi
padagahun 2023.

Apal@h dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi
Riauzmenmiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa

infor§1asi? Ada, yaitu harus menyelesaikan semua permohonan sengketa yang

nery wis
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ada maupun permohonan keterbukaan informasi dari masyarakat. Sedangkan

ma@enyelesalan sengketa yaitu harus di bawah 100 hari kerja.

QO
oy

uaﬁtas Layanan

Ya eydio HH

o

palﬁah pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan
ela)@nan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi? Ya. Semua

egaﬁal Komisi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

un-guepg 16

gesu% dengan SOP instansi, ini dilakukan agar masyarakat yang menginginkan
ﬁnforﬁasi dapat memperoleh dengan cepat dan juga jika terjadi sengketa maka
akan:’)selesai dengan cepat.

Bagafimana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui
medig\si dan ajudiksi nonlitigasi? Terkait melalui medias yaitu legal standing
para pihak terpenuhi, kemudian informasi publik atau informasi terbuka itu
komisi informasi mengarahkan para pihak untuk melanjutkan ke tahap
selanjutnya yaitu mediasi, dan mediasi nanti ada mediasi sepakat dan mediasi
gagal. Untuk mediasi sepakat selesai sengketa informasi, sedangkan jika
mediasi gagal akan lanjut ke tahap ajudikasi nonlitigasi, agendanya
pembuktian. Jadi diawal persidangan akan dicek kembali legal standing dari
semud pihak, jadi jika itu informasi terbuka akan diarahkan ke tahap mediasi,
naml?:n jika itu informasi dikecualikan oleh badan publik itu tidak masuk ke
med'ési namun akan diarahkan ke ajudikasi pembuktian.

Evala'asi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan
kual@s pelayanan sengketa informasi publik? Yang pertama yaitu
melafgsanakan rapat secara berkala, minimal satu bulan satu kali, dimana rapat
dihaé’ri olen selurunh staf Komisi Informasi Provinsi Riau, kedua
memanfaatkan digitalisasi dengan cara memberikan pelayanan informasi dapat
dilalél:kan secara online, ketiga pegawai harus mengikuti zoom meting yang
dilakakan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap penguatan kapasitas
penyélesaian sengketa informasi publik.

Ken@la apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas

pelaﬁnan sengketa informasi publik? Sarana kantor yang kurang memadai ini

nery w



AV VYSAS NIN

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAiey yninias neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

(1)

Ita

= b

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

)

s

0

-

a’t

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjueonow edue) 1ul sin) eAiey yRIN|EY neje uelbeges diynbusw buese

3.

0) ) : : : :
‘/a terlihat dari ac yang sudah rusak, ruangan sidang yang tidak memadai

f)erleﬁgkapan siding yang tidak memadai. Selain itu juga kendala dalam
O

gjeni@gkatan kualitas terlihat dari jika ada permohonan sengketa tidak dapat
%ipré&es disebabkan pejabat terkait tidak ditempat, dimana sengketa tersebut

©
Flapabdiproses jika pejabat sudah ada, sehingga penyelesaian sengketa terkesan

pu

B

§ama§ Kenadala lain yang dihadapi yaitu ada pihak-pihak baik pemohon

ep

@nauﬁcﬁn permonon tidak melengkapi syarat-syarat yang ada.

=
3 Resp(_'o’nsivitas
(7))

Bagdimana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal

Buepun

keterBukaan informasi di setiap badan publik? Kami dalam mewujudkan visi
dan %isi Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu memberikan informasi sesuai
dengan keinginan masyarakat atau pemohon dan memproses semua sengketa
yang ada untuk dapat diselesaikan dengan cepat.

Apa saja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan
hal itu? Program Komisi Informasi Provinsi Riau diantara yaitu sosialisasi dan
pembinaan terhadap badan publik. Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Riau
sudah melakukan sosialisasi kepada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau,
selaif?itu juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dan sekolah-sekolah. Untuk
seko%h yang berada di kabupaten yang dijadikan tempa sosialisasi yaitu
seko%h unggulan akan tetapi untuk sekolah yang berada di Kota Pekanbaru
yaitu?,'-hampir seluruh sekolah menengah atas (SMA), skolah menengah
keju@an dan madrasah Aliyah negeri (MAN) sudah diberikan sosialisasi.
Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan
infoéﬁasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat? Diantaranya
yaitLﬁdengan melakukan pembinaan, dimana Komisi Informasi Provinsi Riau
selalg melakukan pembinaan dan pemantauan kepada pejabat pengelola
infoﬁlasi dan dokumentasi utama, karena pejabat pengelola informasi dan
dokC@wentasi (PPID) utama akan melakukan pembinaan kepada pejabat
pengaola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana dan organisasi

perar‘fgkat daerah (OPD). Dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
8
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(PPID) utama, yang telah menerima kenginan masyarakat untuk meminta
eter@ukaan informasi, maka hal ini akan di sampaikan kepada pejabat

'en@lola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksanaan yang sesuai dengan

§
§(e| @nan masyarakat, agar masyarakat dapat menerima informasi yang
Q.
éjlngmkan Dalam hal ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
£y
Q.

tama maupun pelaksana dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selalu

e

&ekeﬁa sama dalam mensingkronkan keterbukaan informasi agar sesuai dengan

N

§<e|ng¢nan masyarakat.

‘?Apal@h indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai
deng%n keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik?
Sudaf, dimana badan publik dalam melakukan keterbukaan publik selalu
berla?ﬁdasan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Dimana sengketa
informasi ini terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas jawaban
yang diberikan oleh badan publik. Ketika badan publik sudah melaksanakan
keterbukaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, seharusnya tidak akan ada

masalah keterbukaan informasi lagi

»n

: Res@nsibilitas

Ken&la apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan
prog?am terkait keterbukaan informasi badan publik? Kendala yang dihadapi
Kom%i Informasi Provinsi Riau yaitu sarana dan prasarana serta anggaran.

Dalafnp pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah
mela%sanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku?
Bagi-onbadan publik yang patuh mereka sudah melakukan prinsip-prinsip
admgistrasi sesuai aturan yang berlaku, namun untuk badan publik yang tidak
patutisekarang sedang proses untuk melaksanakan sesuai dengan undang-
undéég, dimana semua badan publik sudah mengetahui undang-undang tentang
keterﬁukaan badan publik. Untuk mengetahui badan publik yang melaksanakan

prinﬁp—prinsip administrasi dapat dilihat dari pemeringkatan keterbukaan

nery w



AV VYSAS NIN

JDU

ﬂ:’S

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAiey yninias neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

g

nl

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

h

:Jaquins NeyjINgaAusw uep uesjwIpyesusaw eduey (Ul siin} eAIEY YsINjas neje uegﬁeqas diynbusw Bueanauq L

informasi dari badan publik, dimana setiap tahun ada pemeringkatan sehingga
apa@dlllhat mana badan publik yang terbaik dan tidak.

8H

(2]
gApalgah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau

gudag- sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, ini

S(omi_gsi Informasi Provinsi Riau. Walau dari tahun ke tahuns semakin
&nen@gkat sengketa informasi yang ada akan tetapi Komisi Informasi Provinsi
?iauietap menyelesaikan sengketa yang ada sesuai dengan peraturan undang-

undaﬁé’g.

(7))
Apakgh Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan

Bu

publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Pada
dasa?nya komisi informasi hanya memberikan bahwa ini informasi terbuka
atau tertutup, sedangkan untuk sanksi ini yang memberikan adalah pihak

pengadilan.

. Akuntabilitas

Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip
akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik? Peran Komisi
Inforghasi itu yang penting menjalankan sesuai dengan peraturan dari undang-
unda%g yang berlaku.

Kep%ia siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung
Jawagan Kinerja setiap tahunnya? Laporan pertanggung jawaban Kinerja
tahu@n di berikan kepada Gubernur selanjutnya disampaikan kepada Dewa
Perwfgkilan Rakyat Daerah (DPRD).

: Apaééja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?

Benték laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau berbentuk
9]
Iapo@n tahunan yang beri mengenai sengketa-sengketa yang sudah

V)
diselasaikan maupun yang batal.

: Cata@n dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima

Iaporﬁh pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?

Seja@) ini tidak ada catatan dari pihak-pihak yang menerima laporan

nery w
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pertanggung Komisi Informasi Provinsi Riau, atas laporan pertanggung

= iawb%n yang telah diserahkan.
59 .
gasnpltiﬁn 4
3 %’ g HASIL WAWANCARA
25 3
£ Elentitas Subyek
e &
glagla = : Robby Hidayat
?g)]r§ur = : 33 Tahun
[72] < 2
Bendidikan Terakhir :S2
C
gempatgl' gl Lahir : Pekanbaru, 15 Desember 1990
Py
Alamat - JI. Angrek No 55, Kelurahan Air Putih Kec. Tuah Madani,
c
Z - Pekanbaru
3.
Eokasi Wawancara  : Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau

ugsed

batan : Asisten Ahli Komisioner

%anggal Wawancara : Kamis, 28 Desember 2023

3

Pertanyaan :

2\. Produktivitas

é::. Sen%’eta informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Sengketa
% infor%:lasi yang di tangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau seperti
2 pemgintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan badan usaha
% milil(:’:'daerah serta badan usaha milik negara.

2. BeraEa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau

dalarﬁ kurun waktu 3 tahun terakhir? Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
seng“gata yang di tangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu sebanyak
115 @sus sengketa

Apal%h dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi
Riauasnemiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa
info?fnasi? Ada, dimana penyelesaiaan sengketa informasi haru selesai kurang
dari g\')O hari kerja.
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T
uafitas Layanan

§a ey&o jeH

.pa@h pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan

elayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi? Ya, karena

1Bgnpu

%am;aldalam memberikan pelayanan diharuskan sesuai dengan SOP yang ada,

ep

%elai@itu juga harus seuai dengan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun
?021;__tentang standar layanan informasi publik.

QBaga(ﬁnana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui
medi'Z&si dan ajudiksi nonlitigasi? Penyelesaian sengkela melalui mediasi yaitu
prose8nya para pihak harus memenuhi syarat legal standing, selanjutnya akan
dilak?élkan mediasi, jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ajudikasi.
Evaluasi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan
kualitas pelayanan sengketa informasi publik? Dalam satu bulan minimal
melakukan satu kali rapat, ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah semua
sengketa informasi sudah selesai atau belum dan apa kendala yang dihadapi,
sehingga dapat membuat strategi penyelesainnya.

Kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas
pelayanan sengketa informasi publik? Kendala yang dihadapi yaitu jika ada
mas;}‘:;irakat melakukan permohonan sengketa dan menginginkan cepat akan
tetapgwypejabat tidak ada maka ini tidak dapat dilakukan selain itu juga saran dan

=
prasarana kantor kurang layak.

(e
=

. Resp%nsivitas

Bagéfnana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal
keterbukaan informasi di setiap badan publik? Memberikan keterbukaan
infor%asi kepada masyarakat jika ada permohonan dengan dilakukan secara
cepa;matau sesuai dengan sop yang ada.

ApaEaja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan
hal @? Sosialisasi yang dilakukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di

Provﬁ]si Riau.

(841
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Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan

or@a& badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat? Yaitu dengan

%_E)H

ara‘;tnenlnjau kembali apakah informasi yang diberikan oleh badan publik

tHa ewio

udaﬁ-sesual dengan yang dinginkan masyarakat, jika tidak sesuai maka komisi

wnpu

nforsmaSI akan menghubungi badan publik untuk melengkapi sesuai dengan

eménan masayarakat.

ﬁmpyﬁ 16

Apa ’Tndlkator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai

gun-

engan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik?

nPu

ayag’rasa sudah, karena badan publik dalam memberikan informasi sudah

(%)
sesugf dengan amanat undang-undang.
Py

: Resﬂ%nsibilitas

Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan
program terkait keterbukaan informasi badan publik? Yang jelas terlihat yaitu
sarana dan prasaran sudah kurang mendukung

Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah
melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku?
Sudah, dimana para badan publik mengetahui akan peraturan yang ada
sehirigga prinsip-prisip administrasi akan dilaksanakan

ApaI:'éh keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau
sudag sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, ini

=
terlihat dari Komisi Informasi terus melakukan sosialisasi kepada badan publik

:Jaquins ueygaAusw uep ueywmuaesusw eduepHul s} eAIey yninjas neje uesSeqes diynbusw buese|q -

untugselalu memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

&

Apak:ah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan
publ'g'(' yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008?

Tidaﬁndapat, dimana yang bisa memberikan sanksi adalah pengadilan.

ej[ns

E. Akug)tabilitas
1. Bag@mana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip
akunﬁbilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik? Perannya yaitu

menﬁ),erikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang

(841
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Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung
ja setiap tahunnya? Kepada Gubernur
o%n pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?

agaja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?
atatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima

=
X
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5 £ & e
SEEsg s
2 < g s
GEH Spt ikeUIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Sy T e

/\ I%. oﬂm Uﬁ:n_.fm_ F..n.u.nm_'d -Undang
AULC;MV/_ 1. Dilamang menstitip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P

UIN SUSKA RIAU
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ertanyaan

i

JJAQUINS UBMNGORISW UBP UBYUERAJUEDMD

. Produktivitas

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Yaitu
sengketa informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi
termasuk di dalamnya instansi-instansi yang ada.

Bera?la banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau
dalar% kurun waktu 3 tahun terakhir? Ada 115 sengketa yang ditangani Komisi
Inforgﬁasi Riau

Apaléh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi
Riauzmemiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa
inforgnasi? Ada, yaitu menyelesaikan semua laporan yang masuk dan setiap
seng%ieta diselesaikan kurang dari 100 hari kerja.

9p]
=

. Kuafttas Layanan

=
1. Apa@h pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi? Sudah,

karerra ini menjadi tuntutan instansi kepada para pegawai

nery wise
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Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui
ed@a dan ajudiksi nonlitigasi? Para pemohon dan termohon harus memenuhi

edio BH

yarﬁ_legal standing, agar mediasi dapat dilakukan, dimana jika mediasi yang
|Iakﬁkan mendapat hasil yang tidak sesuai maka akan dilanjutkan ke tahap
UdtkaSI

%valuaSI seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan

e

ep

&ual@s pelayanan sengketa informasi publik? Komisi Informasi Provinsi Riau

upn-

gelalE melakukan rapat ini dilakukan agar dapat melihat prospek sengketa
‘%udag’selesai semuanya apa belum dan apa yang menjadi kendala terlambatnya
penxglesaian sengketa.

Kendgla apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas
pela;anan sengketa informasi publik dan apa solusinya? Jika terjadi sengketa
keterbukaan informasi, kendala yang sering terjadi adalah keterbatasan
peraturan yang ada, dimana tidak adanya delegasi dari pejabat, sehingga jika
terdapat laporan harus tetap menunggu pejabat terkait untuk penyelesaian
sengketa tersebut.

. Responsivitas
Bagdifmana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal
keter%ukaan informasi di setiap badan publik? Selalu memberikan informasi
sesu% dengan apa yang diminta oleh masyarakat dan menjebatani para badan

=
publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat

NJaquuns ueyingaAusw yep ueywnjuesusw edue) 1ul sin) eAxey yninjes neje uelbeqasdiynbusw buese|q |

Apa g*jaja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan
hal iﬁu? Sosialisas, ini adalah program yang dilakukan oleh Komisi Informasi
Riaugﬁgar keterbukaan informasi semakin baik, sehingga masyarakat semakin
mudah dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

3. Baga%mana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan
infoﬁlasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat? Selalu menjalin
kom@pikasi kepada semua instansi agar informasi yang diberikan tidak salah

jika @a masyarakat yang membuat laporan untuk mendapatkan informasi

nery wise
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pa indikator Kketerbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai
eng% keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik?

8H

¥o

ehaﬁanya sesuai, karena kami dalam memberikan informasi sudah sesuai

Ha e

enggn amanat undang-undang yang berlaku
o

esp%nsmllltas

%ep%} 1Bunpu

endﬁla apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan

rogeam terkait keterbukaan informasi badan publik? Penunjang, seperti biaya

o buggun-

dan Jﬁﬁga alat transportasi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada.
Dalag'l pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah
melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku?
Suda?t;, karena badan publik juga sudah diwajibkan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat dan harus mengacu kepada undang-undang yang
berlaku.

Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, karena
kami selalu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakt dan
juga membantu penyelesaian sengketa agar masyarakat dapat memperoleh
inforghasi sesuai kebutuhan mereka

ApaI::;\h Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan
publ% yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008?
TidaE- bisa, komisi informasi hanya menjadi wadah dalam memberiakn
keterﬁukaan informasi, sedangkan untuk yang dapat memberikan sanksi jika
Iaporfgm sudah sampai ke pengadilan

A318

. Akuftabilitas
N

.Bag@mana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip

=~
akunﬁbilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik? Komisi
InfoF§1asi Provinsi Riau selalu berperan dalam mendampingi penyelesaian
seng&éta baik itu menyiapkan tempat siding maupun memvalidasi apakah data

yang?g’jiberikan badan publik sudah sesuai apa tidak.
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g "’ﬂ" BH

pgpu

Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung
wa@an Kinerja setiap tahunnya? Gubernur

agaja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?

rbﬁntuk laporan seperti proposal

taban dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima

N

JaquINS UBYJNgaAUSW[UEp UBsWNjUeouawW eduey Ul §1n] eAley grnjas neje uegﬁeqas dnpSuaw Buese|iq *|
o

Kuyalitas Layanan

ponsivitas

@
gapor%n pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?
‘ﬂ_ |dal'2'ada catatan dari gubernur atas laporan pertanggung jawaban yang sudah
@lbelﬂ(an.
&
(=
| (7))
ampiran 6
A REDUKSI DATA
< Indikator Responden Hasil Wawancara
1 |Produktivitas 1. H Asril Sengketa informasi yang ditangani
Darman Komisi  Informasi  yaitu dari
2.Robby Hidayat | Pemerintah Provinsi Riau,
3.Nurita Sari Pemerintah Daerah/ Kota,

Perusahaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Perusahaan Badan
Usaha Milik Negara. Sedangkan
jumlah sengketa dari tahun 2021-
2023 sebanyak 115 permohonan.

Pegawai Komisi Informasi
Provinsi Riau dalam memberikan
pelayanan sudah  berdasarkan
standar operasional prosedur yang
ada. Selain itu juga Komisi
Informasi Provinsi Riau
melakukan evaluasi atas program
atas sengekta yang ada Vyaitu
dengan melakukan meting minimal
satu kali dalam satu bulan

Komisi Informasi Provinsi Riau
memiliki program-program untuk
mewujudkan visi dan misi yang
ada yaitu melakukan sosialisasi
dan pendampingan. Selain itu juga
melakukan  pembinaan  kepada
PPID pelaksana maupun utama
serta OPD agar informasi yang
diinginkan masyarakat atau

nery wisey jrredg uejpng ;ogusxauun dTure|sy aje}
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Responden

Hasil Wawancara

(=
No Indikator
| ©
& |Responsibilitas
g | o
o x
o (¢)
2 B
S| o
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c| 3
S| =2
3 | =
e [=
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c | &
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g | 2
=]
@ | o
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5 |ARuntabilitas

pemohon dapat dikeluarkan

Komisi Informasi Provinsi Riau
memiliki kendala dalam
melaksanakan  program-program
yang ada yaitu seperti sarana dan
prasarana yang kurang menunjang
dan juga anggaran. Selain itu
badan publik telah melakukan
prinsip-prinsip administrasi dalam
meningkatkan keterbukaan
informasi. Ini juga didorong dari
undang-undang nomor 14 tahun
2008 yang harus dilaksanakan oleh
badan publik dan juga Komisi
Infomrasi Provinsi Riau

Komisi Informasi Provinsi Riau
dalam menerapkan akuntabilitas
berlandasan ~ dengan  undang-
undang. Demikian pula dalam
setiap tahun Komisi Informasi
Provinsi Riau selalu membuat
laporan  kinerja  yang akan
diserahkan kepada Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dimana sejauh ini tidak ada
catatan dari Gubernur maupun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
atas kinerja Komisi Informasi
Provinsi Riau.
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§SILQDOKUMENTASI PENULIS SAAT MELAKUKAN WAWANCARA
gDEﬁlGAN INFORMAN DI KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU
5ros§_§ wawancara dengan Bapak H Asril Darman menjawab sebagai Wakil

-unﬁuegwﬁueJeucI
put

Q

Direktur Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

1/4.'

. Proses wawancara dengan Bapak Robby Hidayat menjabat sebagai Asisten
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UIN SUSKA RIAU

gan Ibuk Nurita Sari menjabat sebagai Panitera

<
[<5]
S
o e
3
[S]
c
3
s
= o \
CHH wﬁ , % mic University of Sultan Syarif Kasim Riau
g 2 | f
H3k CRta M/_
toDilarang \ ‘ Py sumber:

a. _um:@czum:‘ hanya c:m:x kepentingan um:a.amxm:_ penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



